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Kata Kunci   : Disparitas Putusan, Pemerkosaan Terhadap  

      Anak , Putusan Mahkamah Sari‟iah Simpang 
      Tiga Redelong  

Disparitas putusan  adalah adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan 

pengadilan dalam perkara-perkara atau kasus yang memiliki karakteristik yang 

sama. Adanya disparitas putusasan hakim dalam perkara tindak pidana 

pemerkosaan terhadap anak  di Mahkamah Syar‟iah Simpang  Tiga Redelong  
terdapat di dalam putusan Nomor 5/jn/2021/ms.str dan  Nomor 

10/jn/2021/ms.str. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan metode 

penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang hal 

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di gabung dengan 

penambahan data atau unsur empiris, Maka pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah. (1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya  disparitas putusan Hakim 

dalam perkata pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 

10/jn/2021/ms.str dan Nomor 5/jn/2021/ms.str di Mahkamah Syar‟iyah Simpang 
Tiga Redelong?. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap disparitas 

putusan Hakim dalam  putusan Nomor 5/jn/2021/ms.str dan putusan Nomor 

10/jn/2021/ms.str?. Adapun hasil penelitian ini ialah, ada beberapa faktor-faktor 

yang menyebakan terjadnyanya disparitas putusan hakim dalam perkata tindak 

pidana pemerkosaan anak di Mahkamah Sar‟iah Simpang Tiga Redelong yaitu 

didalam putusan Nomor 10/jn/2021/ms.str dan putusan nomor 5/jn/2021/ms.str. 

Faktor-faktor yang menyababkan disparitas putusan hakim dapat terjadi yakni 

dari hukumnya sendiri karena Undang-undang memberikan peluang dari 

minimal dan maksimal hukuman, tuntutan jaksa penuntut umum, dan factor dari 

pelalaku atau terdakwa sendiri. Dalam hukum Islam boleh terjadinya disparitas 

putusan hakim sesuai dengan kaidah al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi yang 

berarti ijtihad tidak dibatapkan oleh ijtihat lainnya. Dari paparan di atas dapat di 

simpulkan bawa disparitas putusan hakim boleh dilakukan, akan tetapi hakim 

harus melihat efek jera terhadap penjatuhan hukuman dan memberikan efek 

tekut terhadap masyarakat lain untuk tidak berbuat hal yang sama atau kasus 

yang sama dalam kasus pemerkosaan terhadap anak. 
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KATA PENGANTAR 
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TRANSLITERASI 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. AdapunPedoman 

Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai 

berikut: 

1. Konsonan  

No. Arab Latin Ket 

N

o

. 

Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangk

an 

 1
6 

 ṭ ط
t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 1
7 

 ẓ ظ
z dengan 

titik di 

bawahnya 

 T ت 3
 1

8 
  „ ع

 Ś ث 4
s dengan titik di 

atasnya 

1
9 

 Gh غ
 

 J ج 5
 2

0 
 F ف

 

 ḥ h dengan titik di ح 6

bawahnya 

2
1 

 Q ق
 

 Kh خ 7
 2

2 
 K ك

 

 D د 8
 2

3 
 L ل

 

 Ż ذ 9
z dengan titik di 

atasnya 

2
4 

 M م
 

 R ر 10
 2

5 
 N ن

 

 Z ز 11
 2

6 
 W و

 

 S س 12
 2

7 
 H ه

 



 

v 

 

 Sy ش 13
 2

8 
  ‟ ء

 Ş ص 14
s dengan titik di 

bawahnya 

2
9 

 Y ي
 

 ḍ d dengan titik di ض 15

bawahnya 
   

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

اَ   Fatḥah A 

 َِ  Kasrah I 

 َُ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

اَ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

اَ   و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كٍف

 haula =      هول
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā اا /ي

 Kasrah dan ya Ī يِ 

 Dammah dan wau Ū وُ 

 

Contoh: 

 qāla = قاالا 

ياً  ramā =   را

ٍْما    qīla = قِ

 yaqūlu = ٌاقوْلُ 

 

4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 
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ضَة ُ فاَلارَوا طَا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : الْا

رَةاالامَدِيانَة ُ  نوََّ   /al-Madīnah al-Munawwarah : الام 

 al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah : طَلاحَةاُ 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Disparitas adalah adanya perbedaan besaran hukuman yang 

dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara atau kasus yang memiliki 

karakteristik yang sama , yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun  

ekstra yuridis. Disparitas pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan 

pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak 

pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang 

sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang 

sah.
1
 

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman sebagai negara hukum Indonesi a menganut salah satu asas yang 

sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (presumption of innoncence) 

yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 

dihadapkan dimuka sidang pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sampai 

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap atau inkrah.
2
 Jadi putusan pengadilan merupakan 

tonggak yang penting bagi cerminan keadilan,termasuk putusan pengadilan 

yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan 

pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses 

peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki Undang-undang 

adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah 

                                                           
1
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung, 

P.T Alumni, 2010). hlm. 52. 
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
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bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan 

asas peradilan.
3
 

Kejahatan di negara berkembang marak terjadi, terkhusus tindak 

pidana penadahan dari hasil pencurian. Kejahatan dapat diartikan secara 

kriminologis dan yuridis. Arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang 

menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu 

jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa 

kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah 

pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana 

terhadap kekerasan (tindak pidana materiil), seperti perkelahian, perusakan, 

dan penganiyaan. Salah satu tindak pidana terhadap kekerasan yang masih 

sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penganiyaan yang 

main hakim sendiri. 

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap 

pelaku kejahatan marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Terutama 

terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut Alf Ross 

bahwasannya ada dua tujuan pemidanaan: pertama ditujukan pada 

pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para 

pelaku.Alf Ross menggambarkan bahwa pemidanaan (apapun bentuknya) 

lebih ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada 

pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (paling 

tidak), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan 

mengulanginya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang 

tersebut.
4
 

                                                           
3
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung, Rineka Cipta, 2010). hlm. 

238. 
4
Marwah Mas, Konfigurasi Penjatuhan Pidana, (Jakarta, Bhineka Tunggal, 2005). 

hlm.112. 
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Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan 

pidana yang berbeda dalam kasus yang sama . Situasi ini dipersepsikan 

masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (social justice) di dalam 

sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan 

menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum 

(law emforcement) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, 

apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan 

keadilan. 

Menurut Molly Cheang bahwa, Disparitas pidana akan wberakibat 

wfatal, wbilamana wdikaitkan wdengan wcorrection wadministration, wyaitu wterpidana 

wsetelah wmemperbandingkan wpidana wkemudian wmerasa wmenjadi wkorban w(the 

wjudicial wcaprice) wakan wmenjadi wterpidana wyang wtidak wmenghargai whukum, 

wpadahal wpenghargaan wterhadap whukum wtersebut wmerupakan wsalah wsatu wtarget 

wdi wdalam wtujuan wpemidanaan. wBahkan wdapat wmenimbulkan wdemoralisasi 

wdan wsikap wanti wrehabilitasi wdi wkalangan wterpidana wyang wdijatuhi wpidana wyang 

wlebih wberat wdari wpada wyang wlain wdi wdalam wkasus wyang wsebanding.
5
 

Hakim wdalam wmenjatuhkan wpidanannya, wtentunya wselain wberdasarkan 

wpada wketentuan wperundang-undangan, wjuga wmempertimbangkan wnilai-nilai 

wkemanusiaan, wasas wkemanfaatan, wefektivitas wdalam wmenjalankan 

wpemidanaan wdan wperubahan wperilaku wyang wmenimbulkan wefek wjera wpasca 

wkeluarnya wdari wlembaga wpemasyarakatan. wSebab wtanpa wmempertimbangkan 

waspek wtersebut, wakan wmenimbulkan wketidakpastian whukum wdan 

wketidakadilan wdi wdalam wmemberikan w wsanksi. wHal wtersebut wnampak wbanyak 

wterjadinya wpenerapan wpidana wyang wtidak wsama wterhadap wtindak wpidana wyang 

wsama w(same woffence) wdalam wprakteknya wdi wpengadilan. wDan wmenurut wMolly 

wCheang wsebagaimana wdikutip woleh wMuladi wyang wdinamakan wdisparitas 

                                                           
5
Ibid.,hlm. 54. 
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wputusan whakim watau wdikenal wdengan wistilah wdisparitas wpidana w(disparity wof 

wsentencing). 

Hakim wtelah wdiberi wwewenang wuntuk wmenjalankan wkekuasaan 

wkehakiman wyang wtelah wdiatur wmenurut wUndang-undang, wseseorang wyang 

wmemutus wsuatu wperkara wsecara wadil wberdasarkan watas wbukti-bukti wdan 

wkeyakinan wyang wada wpada wdirinya. wDalam wmenjalankan wkekuasaan 

wkehakiman whakim wdihadapkan wdengan wberbagai whal wyang wbisa 

wmempengaruhi wkeputusannya wnanti. wDengan wdemikian wjabatan whakim 

wmenjadi wsangat wpenting wkarena wmemutus wsuatu wperkara wbukanlah whal wyang 

wmudah.
6
 

Akhir-akhir wini wsering wterjadi wsuatu wtindak wpidana wmengenai 

wkekerasan wseksual wterhadap wanak wdan wyang wpaling wparah wtindak wpidana 

wkekerasan wseksualyang wsekarang wini wtidak whanya wdilakukan worang wdewasa 

wterhadap wanak wdibawah wumur w, wdimana wkekerasan wseksual wtersebut 

wdilakukan wdengan wunsur-unsur wkekerasan watau wdengan wpasaksan,atau wsering 

wdi wsebut wdengan wpemerkosaan. 

Menurut wArif wGosita wPerkosaan wdapat wdirumuskan wdari wbeberapa 

wbentuk wperilaku wyang wantara wlain wsebagai wberikut:
7
 

a. Korban wPerkosaan wharus wseorang wwanita, wtanpa wbatas wumur w(objek). 

wSedangkan wada wjuga wseorang wlaki-laki wyang wdiperkosa woleh wwanita. w 

b.  wKorban wharus wmengalami wkekerasan watau wancaman wkekerasan. wIni 

wberarti wtidak wada wpersetujuan wdari wpihak wkorban wmengenai wniat wdan 

wtindakan wperlakuan wpelaku. w 

                                                           
6
 Muhammad Ali, “Hakim Dalam Perspektif Hadis”, Tahdis, Volume 8 Nomor 1 

Tahun 2017, hlm.32-33. 

 
7
 Suryono Ekotomo et al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, cetakan ke 

satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm., 96.   
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c.  wPersetubuhan wdiluar wikatan wperkawinan wadalah wtujuan wyang wingin 

wdicapai wdengan wmelakukan wkekerasan watau wancaman wkekerasan 

wterhadap wtertentu. w 

Pemerkosaan wmerupakan wsalah wsatu wbentuk wkekerasan wterhadap 

wperempuan-perempuan wdisini wtidak whanya wperempuan wdewasa, wbanyak wjuga 

wperempuan-perenpuan wmasih wdi wbawah wumur w(Anak) wmenjadi wkorban 

wpemerkosaan. wPemerkosaan wdipandang wsebagai wkejahatan wyang wsangat 

wmerugikan wkorban, wkerugian wini wdapat wberupa wrasa wtrauma watau wmerasa 

wmalu wterhadap wkeluarga wmaupun wke wmasyarakat
8
. wTrauma wyang wdi wdapat wsi 

wanak wdapat wberpengaruh whingga wia wdewasa. 

Di wdalam wUndang-Undang w wNo w1 wtahun w2023 w, wterdapat wrumusan 

wmengenai wtindak wpidana wyang wdinamakan wperkosaan, wyaitu wdalam wPasal 

w473. wRumusan wpasal wtersebut wadalah wsebagai wberikut: w(1) wsetiap w worang 

wyang wdengan wkekerasan watau wancaman w wkekerasan wmemaksa wseseorang 

wuntuk wbersetubuh wdengannya, wdipidana w wkarena wmelakukan wpemerkosaan 

wdengan wpidana wpenjara wpaling wlama w12 w(dua wbelas) wtahun w wdan wpaling 

wsingkat w3 w(tiga) wtahun w: 

a. laki-laki wyang wmelakukan wpersetubuhan wdengan wperempuan wdi 

wluar wperkawinan, wbertentangan wdengan wkehendak wperempuan 

wtersebut 

b. laki-laki wyang wmelakukan wpersetubuhan wdengan wperempuan wdi 

wluar wperkawinan, wtanpa wpersetujuan wperempuan wtersebut 

c.  wlaki-laki wyang wmelakukan wpersetubuhan wdengan wperempuan 

wdengan wpersetujuan wperempuan wtersebut, wtetapi wpersetujuan 

wtersebut wdicapai wmelalui wancaman wuntuk wdibunuh watau wdilukai 

                                                           

 
8
 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, perlindungan terhadap korban kekerasan 

seksual (Advokasi atas Hak Asai Perempuan), (Bandung: Refika Aditama,2001), Hlm.53 
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d.  wlaki-laki wyang wmelakukan wpersetubuhan wdengan wperempuan, 

wdengan wpersetujuan wperempuan wtersebut wkarena wperempuan 

wtersebut wpercaya wbahwa wlaki-laki wtersebut wadalah wsuaminya wyang 

wsah 

e.  wlaki-laki wyang wmelakukan wpersetubuhan wdengan wperempuan wyang 

wberusia wdi wbawah w14 w(empat wbelas) wtahun, wdengan wpersetujuannya 

watau w 

f.  wlaki-laki wyang wmelakukan wpersetubuhan wdengan wperempuan, 

wpadahal wdiketahui wbahwa wperempuan wtersebut wdalam wkeadaan 

wpingsan watau wtidak wberdaya 

Dianggap wjuga wmelakukan wtindak wpidana wperkosaan, wjika wdalam 

wkeadaan wsebagaimana wdimaksud wdalam wayat w(1) w: 

a. laki-laki wmemasukkan walat wkelaminnya wke wdalam wanus watau 

wmulut wperempuan; watau 

b. laki-laki wmemasukkan wsuatu wbenda wyang wbukan wmerupakan 

wbagian wtubuhnya wke wdalam wvagina watau wanus wperempuan.
9
 

Tindak wpidana wpemerkosaan wmerupakan wsalah wsatu wkejahatan wyang 

wdiatur wdalam wKitab wUndang-undang wHukum wPidana w(KUHP). wAturan wdan 

whukuman wbagi wpelaku wpemerkosaan wtertuang wdalam wpasal w285 wKUHP. wBagi 

wpelaku wyang wterbukti wmelakukan wpemerkosaan, wakan wdijerat whukuman 

wpenjara wmaksimal w12 wtahun. wHal wini wtertuang wdalam wisi wpasal w285 wKUHP 

wyang wberbunyi wsebagai wberikut:
10

 

“Barangsiapa wdengan wkekerasan watau wancaman wkekerasan wmemaksa 

wperempuan wyang wbukan wistrinya wbersetubuh wdengan wdia, wdihukum, wkarena 

wmemperkosa, wdengan whukuman wpenjara wselama-lamanya wdua wbelas wtahun.” 

                                                           

 
9
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-

undangan, 1999-2000, hal.160-161 
10

 KUHP Pasal 285 tentang perkosaan 
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Ancaman wpidana wkejahatan wpemerkosaan wterhadap wanak wdibawah 

wumur wmenurut wUndang w–Undang wperlindungan wAnak wNomor w23 wtahun 

w2002 wdi watur wdalam wpasal w81 wayat w(2) wsebagai wberikut: 

1. Setiap worang wdengan wsengaja wmelakukan wkekerasan watau wancaman 

wkekerasan wmemaksa wanak wmelakukan wpersetubuhan wdengannya watau 

wdengan worang wlain, wdipidana wdengangan wpidana wpenjara wpaling wlama 

w15 w(lima wbelas) wtahun wdan wpaling wsingkat w3 w(tiga) wtahun wdan wdenda 

wpaling wbanyak wRp.300.000.000, w(tiga wratus wjuta wrupiah) wdan wpaling 

wsedikit wRp.60.000.000 w(enam wpululuh wjuta. 

2. Ketentuan wpidana wsebagaimana wdimaksud wdalam wayat w(1) wberlaku 

wpula wbagi wsetiap worang wyang wdengan wsengaja wmelakukan wtipu 

wmuslihat, wserangkaian wkebohongan, watau wmembujuk wanak 

wmelakukan wpersetubuhan wdengannya watau wdengan worang wlain. 

 Hukum wIslam wtelah wmengatur wsegala wmacam wperbuatan wyang wterjadi w 

wdi wmuka wbumi wini,khususnya wperbuatan wyang wmerugikan worang 

wlain,conntohnya wseeorang wyang wmelakukan wkejahatan wpemerkossan watau 

wdalam wHukum wIslam wdisebut wperbuatan wzina wyang wdi wlakukan wsecara 

wpaksa,maka wpelaku wdikenakan whukuman wyang wtelah wdi wtetapkan 

wNash.Hukuman wbagi wpelaku wpemerkosaan wlebih wberat wkarena wselain 

whukuman wyang wtelah wdi wtetapkan wsebagai wpelaku wperbuatan wzina, wia wjuga 

wmendapat whukuman wtambahan wkarena wmelakukan wpemaksaan wterhadap 

wkorban, wperlu wmendapatkan whukuman wtambahan wberupa wtakzir. 

 Ta‟zir wsebagai whukuman wyang wdidasarkan watas wpertimbangan whakim 

w(imam) wdilaksanakan wkarena wdipandang wperlu wuntuk wmemberikan wpelajaran 

wkepada wpelakunya wdemi wmenjaga wkemaslahatan wmanusia witu wsendiri, 

wtentunya wberat wdan wjenis wpidana wyang wditetapkan wharus wsesuai wdengan 

wbentuk wkejahatan wyang wdilakukan. wJadi wkebebasan whakim wadalah wkebebasan 

wbergerak wdalam wbatas wkemaslahatan wkarena wundang-undang wtidak 
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wmenetapkan wketentuan wpidana wkhamar wsecara wpasti, wakibatnya 

wkemungkinan wterjadinya wdisparitas wpemidanaan wyang wbersifat wmencolok 

wtidak wdapat wdihindarkan.
11

 w w w 

 w w w Aceh wsebagai wdaerah wyang wdiberikan wkeistimewaan wdan wotonomi 

wkhusus, wsalah wsatunya wmenjalankan wSyariat wIslam wdengan wmenjunjung 

wtinggi wkepastian whukum, wkeadilan, wdan wkesamaan wdalam whukum. wDi 

wProvinsi wAceh wapabila wterdapat wsuatu wperbuatan wpidana wpencabulan watau 

wpemerkosaan, wmaka wmengacu wkepada wQanun wAceh wNomor w6 wtahun w2014 

wtentang wHukum wJinayat wdan wuntuk wpelaksanaan wproses wperadilan wmengacu 

wkepada wQanun wAceh wNomor w7 wtahun w2013 wtentang wHukum wacara wJinayat. 

 Qanun wAceh wNomor w6 wtahun w2014 wtentang wHukum wJinayat wpasal w50 

wmenyebutkan whukuman wterhadap wpelaku wpemerkosaan wyaitu:
12

 

 “Setiap worang wyang wdengan wsengaja wmelakukan wjarimah 

wpemerkosaan wsebagaimana wdimaksud wdalam wpasal w48 wterhadap wanak wdi 

wancam wdengan, wUqubat wTa‟zir wcambuk wpaling wsedikit w150 wkali, wpaling 

wbanyak w200 wkali watau wdenda wpaling wsedikit w1.500 wgram wmas wmurni wpaling 

wbanyak w2.000 wgram watau wpanjara wpaling wsingkat w150 wbulan wdan wyang 

wpaling wlama w200 wbulan wpenjara”.  

 Dalam wpenelitian wini wada w2 w(Dua) wputusan wyang wmenjadi wbahan 

wpenelitian wnampak wadanya wperbedaan wpenjatuhan wpidana, wyaitu wdalam 

wputusan wNomor:10/JN/2021/MS.STR wdimana wterdakwa wdijatuhi whukuman 

wuqubat wpenjara wselama w180(seratus wdelapan wpuluh)bulan wpenjara,karena 

wterdakwa wmelanggar wQanun wAceh wNomor w6 wtahun w2014 wpasal w50 wtentang 

whukum w wjinayat wdan wputusan w5/JN/2021/MS.STR wdijatuhi whukuman wpenjara 

wselama w150 w(seratus wlima wpuluh)bulan wpenjara, wkarena wterdakwa wmelanggar 

wQanun wAceh wNo w6 wtahun w2014 wpasal w50 wtentang whukum w wjinayatatau 

wdengan wmasingmasing wterbukti wmelakukan wtindak wpidana w“pemerkosaan 

wterhadap wanak”. 
Berdasarkan wmasalah wdi watas wbahwa wadanya wdua wputusan wyang 

wberbeda w wdalam wkasus wyang wsama wyaitu w wtindak wpidana wpemerkosaan 

                                                           
11

Fauzul Alimarwan, Disparitas Pemidanaan Narkoba Dalam Tinjauan Hukum 

Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Narkoba Di Pn. 

Tangerang), Liga Hukum, Volume 1, hlm. 7 

 
12

 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal .50 
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wterhadap wanak. wMaka wdari witu wPenulis wtertarik wuntuk wmengkaji wlebih wdalam 

wtentang wdisparitas wputusan w wdalam wperkara wpidana wpemerkosaan wterhadap 

wanak wdengan wjudul w: w“Disparitas wPutusan wHakim wDalam wPerkara 

wPemerkosaan wTerhadap wAnak w(Analisis wPutusan wNomor 

w10/JN/2021/MS.STR wdan wNomor w5/JN/2021/MS.STR) 

B. Rumusan wMasalah 

1. Apa wfaktor-faktor wpenyebab wterjadinya wdisparitas wputusan wHakim 

wdalam wperkata wpidana wpemerkosaan wanak wdalam wPutusan wNomor 

w10/jn/2021/ms.str wdan wNomor w5/jn/2021/ms.str wdi wMahkamah 

wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong? 

2. Bagaimana wtinjauan whukum wIslam wterhadap wdisparitas wputusan 

whakim wNomor w10/JN/2021/MS.STR wdan wNomor 

w5/JN/2021/MS.STR wdi wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga 

wRedelong? 

C. TujuanPenelitian 

1. Untuk wmengethui wfaktor-faktor wapa wsaja wyang wmenyebabpakn 

wterjadinya wdisparitas wputusan whakim wdalam wperkara wpidana 

wpemerkosaan wterhadap wanak wdidalam wPutusan wNomor 

w10/jn/2021/ms.str wdan wNomor w5/jn/2021/ms.str. 

2. Untuk wmengetahui wbagaimana wtinjauan whukum wislam wterhadap 

wdedisparitas wputusan whakim wterhadap wperkara wpidana wpemerkosaan 

wterhadap wanak wdalam wputusan wNomor w10/jn/2021/ms.str wdan wputusan 

wNomor w5/jn/2021/ms.str. 

D. Kajian wPustaka 

Menurut wpenelusuran wliteratur wyang wtelah wdilakukan, wbelum 

wmenemukan wtulisan wyang wmengkaji wsecara wmendetail wtentang wDisparitas 

wputusan whakim wtindak wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak wputusan 
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w10/JN/2021/MS.STR wdan wNomor w5/JN/2021/MS.STR wNamun w wada 

wbeberapa wtulisan wyang wberkaitan wdengan wmasalah w wdisparitas wputusan 

wtersebut, wyaitu: 

Dalam wskripsi wyang wditulis woleh wM. wAlvicki wMunthe, wmahasiswa 

wFakultas wSyariah wdan wHukum wUniversitas wIslam wNegeri wAr-Raniry wBanda 

wAceh: wDisparitasPutusan wHakim wTerhadap wTindak wPidana wPenadahan 

wKendaraan wBermotor wPutusan wNomor447/Pid.B/2020/Pn wBna wdan wNomor 

w26/Pid.B/2021/Pn wBna wDi wPengadilan wNegeri wBanda wAceh). wDi wdalam 

wtulisannya wmenyebutkan wPenyebab wterjadinya wdisparitas wpidana wyakni wdari 

whukumannya wsendiri wkarena wundang-undang wmemberikan wpeluang wdari 

wminimal wkemaksimal, wyaitu wminimal wsatuhari wdan wmaksimal wempat wtahun 

wpenjara. wPertimbangan whakim wdalam wmemutusan wperkara wtindak wpidana 

wpenadahan wkendaraan wbermotor wterdapat walasan wpemberat wdan walasan 

wperingan wyaitu:Pertimbangan wHakim wPutusan wNo447/Pid.B/2020/PnBna 

wAlasan wPemberat w: wPerbuatan wterdakwa wmeresahkan wmasyarakat. wAlasan 

wPeringan w: wTerdakwa wmengakui wterus wterang wkesalahannya wdan wTerdakwa 

wtulang wpunggung wkeluarga.
13

 

Dalam wskripsi wyang wditulis woleh wEka wSulistyaNugraha, wmahasiswa 

wFakultas wHukum wUniversitas wSebelasMaret wSurakarta: wTinjauan wHukum 

wPidana wTerhadap wTindak wPidana wterhadap wPerkara wPenadahan wMobil 

w(StudiKasus wdi wPengadilan wNegeri wSurakarta). wSkripsi wini wmembahas 

wtentang wtinjauan whukum wpidana wdalam wperkara wtindak wpidana wpenadahan, 

wdan wuntukmengetahuifaktor- wfaktor wyang wdijadikan wpertimbangan woleh 

                                                           
13

Skripsi M.Alvicki Munthe, mahasiswa program studi hukum pidana islam 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, yang berjudul: “Disparitas putusan 

hakim terhadap tindak pidana penadahan kenderaan bermotor studi putusan no 

447/Pid.B/2020/Pn Bna dan 26/Pid.B/2021/Pn Bna”. 
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wmajelis whakim wdi wPengadilan wNegeri wSurakarta wdalam wmengadili wterdakwa 

wtindak wpidana wpenadahan.
14

 

Dalam wskripsi wyang wditulis woleh wMita wMayawati, wmahasiswa 

wdapertemen wHukum wPidana wProgram wStudi wIlmu wHukum wFakultas wHukum 

wUniversitas wHasanuddi: wTinjauan wYuridis wTerhadap wTindak wPidana 

wPenadahan w(Studi wKasus wPutusan wNomor:139/Pid.B/2016/PN wSgm). wSkripsi 

wini wmembahas wPenerapan whukum wpidana wmateriil wterhadap wtindak wpidana 

wpenadahan wdalam wputusan wnomor w139/Pid.B/2016/PN.Sgm woleh wpenuntut 

wUmum wpada wdasarnya wcukup wtepat. wPengunaan wdakwaan wtunggal wdan wPasal 

w480 wke-1 wKUHP wdinilai wsudah wtepat wkarena wperbuatan wterdakwa whanya 

wmerujuk wkepada wsatu wperbuatan wsaja wyaitu wpenadahan wdan wtindak wpidana 

wpenadahan wyang wdilakukan woleh wterdakwa wsesuai wdengan wrumusan wPasal 

w480 wKe-1 wKUHP. wPertimbangan whukum wmajelis whakim wdalam wmenjatuhkan 

wputusan wnomor w139/Pid.B/2016/PN.Sgm wsudah wtepat, wkarena wberdasarkan 

walat wbukti wyang wdihadirkan wdalam wpersidangan wmenunjukkan wbahwa 

wterdakwa wterbukti wbersalah wmelakukan wtindak wpidana wpenadahan wdan 

wmencocoki wsemua wunsur wdalam wPasal w480 wKe-1 wKUHP. wHanya wsaja, wpidana 

wpenjara wyang wdijatuhkan wmajelis whakim wrelatif wlebih wringan wdaripada 

wtuntutan wpenuntut wumumyang wmana wtuntutan wpenuntut wumum wjuga wdinilai 

wringan wuntuk wbisa wmemberikan wefek wjera wbagi wpelaku wtindak wpidana 

wpenadahan.
15

 

Dalam wskripsi wyang wditulis woleh wSabdo wKusumo, wMahasiswa 

wProgram wStudi wIlmu wHukum wUniversitas wMuhammaddiyah wMagelang 

                                                           
14

Skripsi Eka Sulistya Nugraha, , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tinjauan 

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Surakarta), Tahun 2009. 
15

Skripsi Mita Mayawati, mahasiswa dapertemenhukum pidana program studi Ilmu 

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor:139/Pid.B/2016/PN 

Sgm). 
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wberjudul: w“Dasar wPertimbangan wHakim wTerhadap wDisparitas wSuatu 

wPutusan”. wPenelitian wini wmenjelaskan wbahwa wyang wmenjadikan wdasar watau 

wfaktor wpertimbangan whakim wsehingga wterjadi wdisparitas wsuatu wputusan wyaitu 

wkarena wtidak wadanya wpedoman wdi wdalam wpemidanaan wdan whakim 

wmempunyai wkebebasan wdi wdalam wmenjatuhkan wputusan wmaka whal wtersebut 

wbisa wmenjadikan wterjadinya wdisparitas. wMengenai wterjadinya wdisparitas wbisa 

wdisebabkan wkarena wbeberapa wfaktor wdiantaranya wyaitu wfaktor wPerundang-

undangan, wfaktor wJaksa wPenuntut wUmum, wfaktor wMajelisHakim wdan wjuga 

wfaktor wdari wyang wbersumber wdari wperistiwa wpidana watau wfakta wdi wdalam 

wpersidangan.
16

 

Sedangkan wpenelitian wpenulis wberjudul w“DisparitasPutusn wHakim 

wTerhadap wTindak wPidana wPemerkosaan wterhadap wanak w(analisis w w 

wPutusan1/JN/2021/MS.STR wdan wNomor w5/JN/2021/MS.STR)”. wPenelitian 

wpenulis wmelihat wdispiritas wputusan wpada wtindak wPenganiyaan wbahwa 

wPolemik wdalam wmasyarakat wakan wmuncul, wketika whakim wmenjatuhkan 

wpidana wyang wberbeda. wSituasi wini wdipersepsikan wmasyarakat wsebagai wbukti 

wtidak wadanya wkeadilan w(social wjustice) wdi wdalam wsebuah wnegara whukum wdan 

wsekaligus wakan wmelemahkan watau wbahkan wmenghilangkan wkepercayaan 

wmasyarakat wterhadap wsistem wpenegakan whukum w(law wemforcement) witu 

wsendiri. wDari wsini wakan wnampak wsuatu wpersoalanserius, wapakah whakim wtelah 

wmelaksanakan wtugasnya wmenegakkan whukum wdan wkeadilan.
17

 

Adapun wkesamaan wdan wperbedaan wpembahasan wantara wpenelitian wini 

wdengan wpenelitian wterdahulu wyaitu wsama-sama wmembahas wmengenai 
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Skripsi Sabdo Kusumo, mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas 

Muhammaddiyah Magelang, 2016, yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap 

Disparitas Suatu Putusan). 
17

Skripsi Sabdo Kusumo, mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas 

Muhammaddiyah Magelang, 2016, yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap 

Disparitas Suatu Putusan). 



13 

 

 

 

wdisparitas wputusan whakim. wNamun wperbedaan wyang wsangat wmendasar wantara 

wpenelitian wini wdengan wpenelitian wterdahulu wdi wmana wpeneliti wmemfokuskan 

wpada wpelanggaran wtindak wpidana wpemerkosaan wterhada wpanak wdi wmana 

wdalam wputusan wtersebut wadanya wperbedaan wpenjajatuhan whukuman wyang 

wsangat wjauh wantara wputusan wNomor w10/JN/2021/MS.STR wdan wNomor 

w5/JN/2021/MS.STR. wSehingga wdengan wdemikian wpenelitian wini wsangat wjauh 

wberbeda wdengan wpenelitian wterdahulu wyang wberpokus wpada wtindak wpidana 

wpenadahan, wNamun wpada wpenelitian wini wlebih wberfokus wpada wkasus wtindak 

wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak wdan wbagaimana wpertimbangan whakim 

wdalam wmemutuskan wperkara. 

E. Penjelasan wIstilah 

Agar wmempermudahpemahaman wtulisan wini, wmaka wpenulis wakan 

wmenjelaskan wbeberapa wistilah-istilah wpenting wyang wmenjadi wpokok 

wpembahasan wutama wkarya wtulis wini, wyaitu: 

1. Disparitas 

 Disparitas wpemidanaan wmemiliki wmakna wadanya wperbedaan wbesaran 

whukuman wyang wdijatuhkan wpengadilan wdalam wperkara-perkara wyang 

wmemiliki wkarakteristik wyang wsama. wDisparitas w(disparity: wdis-parity) wpada 

wdasarnya wadalah wnegasi wdari wkonsep wparitas w(parity) wyang wartinya 

wkesetaraan wjumlah watau wnilai. wDalam wkonteks wpemidanaan wparitas wartinya 

wadalah wkesetaraan whukuman wantara wkejahatan wserupa wdalam wkondisi 

wserupa.
18

 

2. Putusan w wHakim 

 Putusan whakim wadalah wsuatu wpernyataan wyang woleh whakim wsebagai 

wpejabat wNegara wyang wdiberi wwewenang wuntuk witu, wdi wucapkan wdi 

wpersidangan wdan wbertujuan wuntuk wmengakhiri watau wmenyelesaikan wsuatu 
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wperkara watau wmasalah wantar wpihak. wBukan whanya wyang wdi wucapkan wsaja wyang 

wdi wsebut wputusan, wmelainkan wjuga wpernyataan wyang wdi wtuangkan wdalam 

wbentuk wtulisan wdan wkemudian wdi wucapkan woleh whakim wdi wpersidangan. 

wSebuah wkonsep wputusan w(tertulis) wtidak wmempunyai wkekuatan wsebagai 

wputusan wsebelum wdi wucapkan wdi wpersidangan woleh whakim.
19

 

3. Tindak wPidana w 

 Tindak wpidana wdalam wbahasa wBelanda w“Strafbaar wfeit” watau 

w“Strafwetboek” wadalah wperistiwa wpidana, wperbuatan wyang wdapat wdihukum 

wdan wtindak wpidana. wSedangkan wdalam wbahasa wlatin w“Delictum” wyakni wdelik 

watau wtindak wpidana. wMenurut wKamus wBesar wBahasa wIndonesia wTindak 

wPidana wadalah wperbuatan wyang wdapat wdikenakan whukuman wkarena 

wmerupakan wpelanggaran wterhadap wundang-undang wtindak wpidana. 

wSedangkan wmenurut wMoeljatno wperbuatan wpidana wadalah wperbuatan wyang 

wdilarang woleh waturan whukum, wlarangan wmana wdisertai wancaman watau wsanksi 

wyang wberupa wpidana wtertentu, wbagi wbarang wsiapa wyang wmelarang wtersebut.
20

 w 

 Jadi wtindak wpidana wdapat wdiartikan wsebagai wperbuatan wyang 

wmelanggar wperaturan wpidana, wdiancam whukuman woleh wundang-undang wdan 

wdilakukan wseseorang wdengan wbersalah, wyang wharus wdipertanggung wjawabkan 

wolehnya. 

4. Pemerkosaan wTerhadap wAnak w 

 Pemerkosaan wberasal wdari wkata wdasar w”perkosa” wyang wberarti wpaksa, 

wgagah, wkuat, wperkasa. wMemperkosa wberarti wmenundukkan wdengan 

wkekerasan, wmemaksa, wmelanggar wdengan wkekerasan. wSedangkan 

wpemerkosaan wdiartikan wsebagai wproses wcara wperbuatan wmemperkosa wdengan 

wkekerasan. wDengan wdemikian wdalam wkamus wBesar wBahasa wIndonesia 

                                                           

 
19

 Sudikno Mertokusumo, Op, cit, hlm.132. 

 
20

 Adami Chazawi, pelajaran Hukum Pidana 1, PT, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, 

Hlm, 69. 



15 

 

 

 

wperkosaan wmemiliki wunsur-unsur wpria wmemaksa wdengan wkekerasan, 

wbersetubuh wdengan wseorang wwanita.
21

 

 Anak wadalah wseseorang wyang wbelum wberusia w18 wtahun, wtermasuk 

wanak wyang wmasih wdalam wkandungan wterdapat wdalam wUndang-undang w 

wNomor w23 wTahun w2002 wtentang wPerlindungan wAnak. wPasal wtersebut 

wmenjelaskan wbahwa, wanak wadalah wsiapa wsaja wyang wbelum wberusia w18 wtahun 

wdan wtermasuk wanak wyang wmasih wdidalam wkandungan, wyang wberarti wsegala 

wkepentingan wakan wpengupayaan wperlindungan wterhadap wanak wsudah wdimulai 

wsejak wanak wtersebut wberada wdidalam wkandungan whingga wberusia w18 wtahun. 

wPemerkosaan wterhadap wanak wadalah wperbuatan whubungan wintim wyang 

wdilakukan wsecara wpaksa wterhadap wseorang wperempuan wyang wusianya wkurang 

wdari w18 wtahun.
22

 w 

F. Metode wPenelitian 

Dalam wpenelitian wkarya wilmiah, wmetode wdan wpendekatan wpenelitian 

wadalah whal wyang wsangat wpenting wyang wharus wada wdi wdalamnya, wdengan 

wadanya wmetode wdan wpendekatan wpenelitian wini wpenulis wmampu wmendapatkan 

wdata-data wyang wakurat wyang wakan wmenjadi wsebuah wpenelitian wyang 

wdiharapkan.
23

 

Metode wpenelitian wmerupakan wcara wutama wyang wdilakukan wpeneliti 

wuntuk wmencapai wtujuan wdan wmenentukan wjawaban watas wmasalah wyang 

wdiajukan. wAdapun wlangkah-langkahyang wditempuh wdalam wpenulisan wkarya 

wilmiah wini wadalah wsebagai wberikut: 

1. Pendekatan wPenelitian 
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 Dalam wpenelitian wskripsi wini, wpeneliti wmenggunakan wpendekatan 

wyuridis-normatif, wkhususnya wpendekatan wperundang-undangan w(statute 

wapproach) wyang wdilengkapi wdengan wpendekatan wkasus w(case wopproach). 

wPendekatan wperundang-undangan w(statute wapproach) wmerupakan wsuatu 

wpenelitian wyang wdilakukan wdengan wmenelaah wregulasi wyang wberkenaan 

wdengan wisu whukum wyang wsedang wditangani. wPendekatan wkasus w(statute 

wapproach) wdilakukan wdengan wcara wmelakukan wtelaah wterhadap wkasus-

kasus wyang wberkaitan wdengan wisu wyang wdihadapi wyang wsudah wmempunyai 

wkekuatan whukum wtetap.
24

 wDalam wpenelitian whukum wini, wpeneliti wberusaha 

wuntuk wmenelaah wregulasi wyang wberkaitan wdengan wpermasalahan wyang 

wsedang wditeliti, wdan wkemudian wpenulis wmengambil wkasus wyang wrelevan 

wdengan whal wtersebut.  

2. Jenis wPenelitian 

 Penelitian wini wadalah wtermasuk wjenis wpenelitian wyuridis wempiris, 

watau wdisebut wdengan wpenelitian wlapangan wyaitu wmengkaji wketentuan 

whukum wyang wberlaku wserta wapa wyang wterjadi wdalam wkenyataannya wdalam 

wmasyarakat. wAtau wdengan wkata wlain wyaitu wsuatu wpenelitian wyang 

wdilakukan wterhadap wkeadaan wsebenarnya watau wkeadaan wnyata wyang wterjadi 

wdimasyarakat wdengan wmaksud wuntuk wmengetahui wdan wmenemukan wfakta 

wfakta wdan wdata wyang wdibutuhkan, wsetelah wdata wyang wdibutuhkan 

wterkumpul wkemudian wmenuju wkepada widentifikasi wmasalah wyang wpada 

wakhirnya wmenuju wpada wpenyelesaian wmasalah. 

3. Sumber wHukum w 

 Di wdalam wpenelitian wini wdata wyang wdiolah woleh wpeneliti wadalah wdata 

wsekunder wyaitu wdata wyang wdiperoleh wdari wliteratur wyang wrelevan. wAdapun 

wdata wsekunder wini wdapat wdipilah wmenjadi w3 wyakni: 
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a. Bahan whukum wprimer w 

Bahan whukum wprimer wmerupakan wbahan whukum wyang wmengikat watau 

wyang wmembuat worang wtaat wpada whukum wseperti wperaturan wperundang-

undangan wdan wputusan whakim. wAdapun wbahan whukum wprimer wyang 

wdigunakan wdalam wpenelitian wini wterdiri wdari: 

1) Putusan wHakim w10/jn/2021/ms.str wdanNomor w5/jn/2021/ms.str. 

2) Wawancara 

b. Bahan whukum wsekunder 

Bahan whukum wskunder wadalah wbahan wyang wmemberikan wpenjelasan 

wmengenai wbahan whukum wprimer, wantara wlain wbuku-buku wliteratur 

wilmu whukum, wkarya wilmiah wdari wkalangan whukum, wKitab wUndang-

Undang wHukum wPidana w(KUHP) wPasal w285 wTentang wtindak wpidana 

wpemerkosaan,Qanun wAceh wNo w6 wtahun w2014 wpasal w50 

wtentanghukun wjinayat,Undang-Undang wNomor w w48 wTahun w2009 

wtentang wkekuasaan wkehakiman, wserta wbahan wlainnya wyang wberkaitan 

wdengan wpermasalahan wdalam wpenelitian wini. 

c. Bahan wHukum wTersier 

Bahan whukum wtersier wadalah wbahan whukum wyang wmendukung wBahan 

whukum wprimer wdan wbahan whukum wsekunder wdengan wmemberikan 

wpemahaman wdan wpengertian watas wbahan whukum wlainnya wbahan 

whukum wyang wdipergunakan woleh wpenulis wadalah wkamus wbesar wbahasa 

wIndonesia wdan wkamus whukum. 

4. Teknik wdalam wpengumpulan wdata 

Adapun wteknik wpengumpulan wdata wyang wdigunakan wdalam wpenelitian wini, 

wadalah: w 

a. Wawancara 

Wawancara wadalah wbentuk wkomunikasi wantara wdua worang wmelibatkan 

wseseorang wyang wingin wmemperoleh winformasi wdari wseseorang wlainnya 
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wdengan wmengajukan wpertanyaan-pertanyaan, wberdasarkan wtujuan 

wtertentu. wWawancara wyang wdigunakan wadalah wwawancara wterstruktur. 

wPenulis wmemilih wwawancara wjenis wini wkarena wingin wmendapatkan 

wdata wyang wbenar-benar wakurat wdan wtepat wserta wketat wmengenai 

wpermasalahan wyang wditeliti. wDengan wjenis wwawancara wini, wpeneliti 

wmendapatkan wdata wsesuai wdengan wyang wdibutuhkan wdan wterfokus 

wdalam wbahan wwawancara wserta wtidak wmelebar wdan wkeluar wdari 

wkoridor wwawancara wyang wdibutuhkan. wWawancara wyang wdibutuhkan 

wpenulis wdisini wditunjukkan wkepada wHakim wdi wMahkamah w wSyar'iyah 

wSimpang wTiga wRedelong wyang wmenangani wlangsung w w2 w(dua) 

wperkara wtersebut. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi wadalah wpengumpulan wdata wmelalui wdata wpeninggalan 

wtertulis wseperti warsip, wdan wtermasuk wbuku-buku wtentang wpendapat, 

wteori, wdan wlain-lain wyang wberhubungan wdengan wpenelitian. wDalam 

wpenelitian wini wdokumentasi wpenelitian wdidapat wdari warsip-arsip wyang 

wada wdi wMahkamah wSyar'iyahSimpangTigaRedelong 

5. Objektivitas wdan wvaliditas wdata 

Objektivitas wdan wvaliditas wdata wberhubungan wtentang wuji wvaliditas wdata 

wdengan wmemerlukan wteknik-teknik wtertentu wsesuai wobjek. wDalam 

wpengertian wyang wlebih wluas, wvaliditas wdata wmerupakan wderajat wketepatan 

wantara wdata wyang wterjadi wpada wobjek wkajian wpenelitian wdengan wdata wyang 

wdilaporkan wpeneliti, watau wmengukur wsesuai wtidaknya wantar wobjek wyang 

wdikaji wdengan wyang wtelah wdianalisis wdalam wpenelitian. wSehingga wvaliditas 

wdata wmempunyai wketerkaitan wyang wbegitu werat wantara wyang wsebenarnya 

wdengan wdata wpenelitian wyang wada, wdan wbias wdi wpertanggungjawabkan, 

wkemudian wdapat wdijadikan wdasar wyang wkuat wdalam wmenyimpulkan 

wsetelah wdilakukan wpengerjaan wanalisa wdari wberbagai wbahan wliterature 
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wmaupun wkarya wilmiah. wObjektivitas wdan wvaliditas wdata wdiketauhi wdengan 

wuji: 

a. Kredibilitas w(credibility) wsehingga wdapat wdipercaya; w 

b. Tranferabilitas w(transferability), wdapat wdigeneralisasi watau wditransfer 

wkepada wkonteks watau wseting wyang wlain; w 

c. Dependabilitas w(dependability) watau wketerulangan; w 

d. Konfirmabilitas w(comfirmability), wmaksudnya wbisa wdikonfirmasi 

woleh worang wlain.
25

 

6. Teknik wanalisis wdata 

Penulisan wini wmenggunakan wteknik wdeskriptif wanalisis wyaitu wteknik 

wanalisa wyang wmenggambarkan wdata wsesuai wdengan wapa wadanya wdalam whal 

wini wdata wtentang wterjadinya wproses wpenganiyaan wkemudian wdianalisa wda 

wdiverifikasi wdengan wteori whukum wpidana wislam. 

7. Pedoman wpenulisan 

Adapun wuntuk wpenyusunan wdan wpenulisan wkarya wilmiah wini, wpenulis 

wberpedoman wkepada wbuku w“Pedoman wBimbing wSkripsi” wyang 

wditerbitkan wFakultas wSyari‟ah wdan wHukum wUniversitas wIslam wNegeri wAr-

Raniry wDarussalam wBanda wAceh wedisi wrevisi wtahun w2019. 

G. Sistematika wPenelitian 

Sistematika wpenelitian wini wagar wproposal wini wlebih wmudah wdipahami 

wsecara wintegral wdan wterarah, wterlebih wdulu wpenulis wmenggunakan wsistematika 

wyang wdapat wmenjawab wpokok wpermasalahan wyang wsedang wdirumuskan 

wdengan wsistematika wsebagai wberikut: 

Bab wsatu wmerupakan wbab wpendahuluan wyang wmeliputi wlatar wbelakang 

wmasalah, wrumusan wmasalah, wtujuan wpenelitian wdan wmanfaat wpenelitian, 

wkajian wterdahulu, wmetode wpenelitian, wdan wsistematika wpenelitian. 
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Bab wdua wmerupakan wbab wpembahasan wyang wmeliputi wtentang wtinjauan 

wumum wmengenai wdisparitas wpidana,yang wmenjelaskan wtentang wpengertian 

wdan wakibat wdisparitas wpidana w, wbagaimana wdampak wdari wdisparitas wpidana 

wtersebut, wkemudian wpengertian wdari wputusan whakim, wpengertian wtindak 

wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak, wserta wsanksi wpemerkosaan wterhadap 

wanak w wdalam whukum w wIslam 

Bab wtiga wmerupakan wbab wyang wmembahas whasil wdari wpenelitian wterkait 

wfaktor wyang wmenyebabkan wdisparitas wterhadap wputusan whakim wkepada 

wpelaku wpemerkosaan wterhadap wanak wdalam wputusan wNomor w5/jn 

w/2021/ms.str wdan wputusan wNomor w10/jn/2021/ms.str,dan wmenjelaskan 

wtentang wsejarah wMahkamah wSar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wdan wstruktur 

worganisasi wyang wada wdi wdalam wMahkamah wSar‟iyah wSimpang wTiga 

wRedelong. 

 Bab wempat wmerupakan wbab wpenutup wserta wuraian wkesimpulan wdari 

wkeseluruhan wpembahasan wskripsi wini wdan wbeberapa wsaran-saran wdari wpenulis 

wyang wberkaitan wdengan wpenelitian wyang wdikaji. 
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BAB wDUA w 

DISPARITAS wDITINJAU wDARI wBERBAGAI wASPEK 

A. Tinjauan wUmum wTentang wDisparitas wpidana 

1. Pengertian wDisparitas wPidana 

 Disparitas wpemidanaan wmerupakan wsalah wsatu wtopik wpenting wdalam 

wilmu whukum wpidana. wDisparitas wpemidanaan wmemiliki wmakna wadanya 

wperbedaan wbesaran whukuman wyang wdijatuhkan wpengadilan wdalam wperkara-

perkara wyang wmemiliki wkarakteristik wyang wsama. wDisparitas w(disparity: wdis-

parity) wpada wdasarnya wadalah wnegasi wdari wkonsep wparitas w(parity) wyang 

wartinya wkesetaraan wjumlah watau wnilai. wDalam wkonteks wpemidanaan wparitas 

wartinya wadalah wkesetaraan whukuman wantara wkejahatan wserupa wdalam wkondisi 

wserupa.
26

 wDengan wdemikian wdisparitas wadalah wketidaksetaraan whukuman 

wantara wkejahatan wyang wserupa w(same woffence) wdalam wkondisi watau wsituasi 

wserupa w(comparable wcircumstances)
27

 

 Menurut wKamus wBesar wBahasa wIndonesia, wdisparitas wadalah 

wperbedaan watau wjarak. wDengan wkata wlain, wdisparitas wpidana wadalah 

wperbedaan wantara wbeberapa wputusan wpengadilan wyang wsejenis watau wdalam 

wsatu waturan wyang wsama wyang wdapat wdi wperbadingkan. wDalam whal wini wputusan 

wyang wdiperbandingkan wadalah wtentang wdisparitas wputusan wpidana. wDisparitas 

wpidana w(disparity wof wsentencing) wadalah wpenerapan wpidana wyang wtidak wsama 

wterhadap wtindak wpidana wyang wsama w(same woffence) watau wterhadap wtindak 

wpidana wyang wsifat wberbahayanya wyang wdiperbandingkan wtanpa wdasar 

wpembenaran wyang wjelas.
28

 w 
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 Disparitas wputusan wberasal wdari whukum witu wsendiri. wPada wsistem 

whukum wpositif wdi wIndonesia, whakim wmemiliki wkewenangan wdalam 

wmenentukan wjenis wpidanadengan wrumusan wancaman wpidana wsecara 

walternatif, wcontohnya, wketetapan wpidana wpenjara wdan wdenda. wHal wini 

wmenunjukkan wbahwa whakim wberhak wdan wmempunyai wkewenangan wdalam 

wpemutusan wperkara wpidana wyang wmenurutnya wpaling wtepat wdan wbenar. 

wHakim wjuga wmempunyai whak wdan wkewenangan wdalam wmenentukan wbeban 

wpidana wyang wakan wdiputuskan wkepada wterdakwa, whal wini wdikarenakan 

wUndang-undang whanya wmenentukan wbatas wmaksimal wdan wminimalnya wsaja. 

wSelain witu, wpada wundang-undang wdisebutkan wbahwa wmasing-masing wpasal 

wtersebut wancaman wlama whukuman wuntuk wtindak wpidana wmemiliki wketetapan 

wjumlah wmaksimum wyang wtidak wsama wtiap wpasalnya.
29

 

 Berdasarkan wuraian wtersebut, wterhadap wpermasalahan wyang wharus 

wdicari wsolusinya, whal wini wdikarenakan whal wtersebut wmenjadi windikator wdan 

wmanifestasi wkegagalan wsebuah wsistem wdalam wmenyamakan wkeadilan wpada 

wsuatu wNegara whukum wserta wsemakin wmenurunnya wtingkat wkepercayaan 

wpublic wkepada wsistem wpelaksanaan whukum wpidana. wSuatu whal wburuk wdapat 

wsaja wterjadi wapabila wpermasalahan wdisparitas wini wtidak wdiseleikan wdengan 

wbaik. wAdapun whal wburuk wtersebut wadalah wdemoralisasi wdan wsikap wanti-

rehabilitasi wpada wkelompok wterpidana wyang wmendapatkan whukuman wlebih 

wberat wdari wkelompok wlain wyang wmendapatkan whukuman wyang wlebih wringan 

wmeskipun wkasus wantara wkeduanya wadalah wsejenis. 

2. Penyebab wDisparitas wPidana 

 Terjadinya wdisparitas wpidana wdalam wpenegakkan whukum wkarena 

wadanya wrealita wdisparitas wpidana wtersebut, wtidak wheran wjika wpublik 

wmempertanyakan wapakah whakim/pengadilan wtelah wbenar-benar 
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wmelaksanakan wtugasnya wmenegakkan whukum wdan wkeadilan? wDilihat wdari wsisi 

wsosiologis, wkondisi wdisparitas wpidana wdipersepsi wpublik wsebagai wbukti 

wketiadaan wkeadilan w(societal wjustice). wSayangnya wsecara wyuridis 

wformal,kondisi wini wtidak wdapat wdianggap wtelah wmelanggar whukum. wMeskipun 

wdemikian, wseringkali worang wmelupakan wbahwa welemen w“keadilan” wpada 

wdasarnya wharus wmelekat wpada wputusan wyang wdiberikan woleh whakim. 

  wfaktor-faktor wyang wmenjadi wpenyebab wterjadinya wdisparitas wpidana, 

wtetapi wpada wakhirnya whakimlah wyang wakan wmenentukan wterjadinya wsuatu 

wdisparitas wpidana. wMasalah wdisparitas wpidana wini wakan wterus wterjadi wkarena 

wadanya wjarak wantara wsanksi wpidana wminimal wdengan wsanksi wpidana 

wmaksimal. wProses wformulasi wyang wdilakukan woleh wbadan wlegislatif wselaku 

wpembentuk wUndang wundang wjuga wsangat wberpengaruh wpada wdisparitas 

wpidana, wdikarenakan wtidak wadanya wstandar w wuntuk wmerumuskan wsanksi 

wpidana. w 

 Sangat wsulit wuntuk wmeniadakan wdisparitas wdalam whakim wmemutuskan 

wsuatu wputusan wyang wsebagaimana wdi wsebut wdi watas, wkarena wtidak wadanya 

wsuatu wpedoman wpemidanaan wbagi whakim wuntuk wmenjatuhkan wsuatu wputusan. 

wDengan wtidak wadanya wpedoman wpemidanaan whanya wbatasan wsanksi wpidana 

wminimal wdengan wmaksimal wyang wjaraknya wterlalu wbesar, whakim wbelum wada 

wtolak wukur wyang wpasti wdalam wpertimbangan wuntuk wmenentukan wberat 

wringannya wpidana. wSudarto wdalam wbukunya wmenyatakan wbahwa wpedoman 

wpemidanaan wakan wmemudahkan whakim wdalam wmenjatuhkan wputusan. 

wMuladi wmembenarkan wpendapat wini wproblemnya wbukan wuntuk wmeniadakan 

wdisparitas witu wsecara wmutlak wmelainkan wdisparitas wtersebut wharus wrasional. 

wAda wbeberapa wfaktor wpenyebab wterjadinya wdisparitas wialah:
30
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a. Kebebasan whakim 

 Konstitusi wtelah wmenjamin wbahwa wuntuk wmenegakkan whukum wperlu 

wsuatu wbadan wperadilan wyang wmerdeka wdan windependen wyaitu wdi wpasal w24 

wayat w(1) wUUD w1945 wyang wbunyinya w“kekuasaan wkehakiman wmerupakan 

wkekuasaan wyang wmerdeka wuntuk wmenyelenggarakan wkeadilan wguna 

wmenegakkan whukum wdan wkeadilan”. wDisparitas witu wdapat wdikatakan wjuga 

wberasal wdari whukum witu wsendiri wkonkritnya wadalah wpola wpemidanaan wdalam 

wundang-undang whukum wpidana, wpermasalahan wini wpun wmengilhami wbagi 

whakim wyang wbebas wdalam wmemilih wjenis wpidana w(strafsoort) wyang wdi 

wkehendakinya. w

31
 

b. Undang-undang 

 Aturan wperundangan wpidana wdi wIndonesia witu wtidak wmenentukan 

wsecara wtegas waturan wbatas wminimum wancaman whukuman wpidana wterhadap 

wpelaku wtindak wpidana whanya wada waturan wpemberian wpidana 

w(straftoemetingsregels). wMungkin wini wyang wmemberi wkeleluasaan wpada 

whakim wuntuk wmenjatuhkan whukuman wsehingga wini wsering wmengakibatkan 

wperbedaan watau wlebih wtepatnya wdisparitas. wDari wpasal wyang wdi wdakwakan 

wdalam wmasing wmasing wperkara wyaitu wpasal w335 wayat w(1) wke-1 wtersebut 

wpidananya wpenjara wpaling wlama wsatu wtahun wartinya whakim wbisa wmemutus 

wantara wsatu wsampai wdua wbelas wbulan. 

c. Tiadanya wpedoman wpemidanaan 

 Tiadanya wpedoman wpemidanaan wini wmembuat wmasalah wtentang 

wdisparitas wini wsulit wdiminimalisir wkarena whakim wbebas wdalam wmenjatuhkan 

wpidana wterlebih wlagi wkebebasan whakim witu wdibenarkan woleh wundang-undang 
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wkekuasaan wkehakiman wseperti wyang wdisebutkan wdi watas, wmemang wsudah wada 

wdalam wrancangan wkuhp wyang wbelum wsiap-siap witu wseperti wyang wtermuat 

wdalam wbeberapa wpasal wmulai wdari wPasal w55A wparagraf wkedua wsampai wsekitar 

wPasal w70an wsebagai wcontoh wPasal w56 wayat w(1) wdisebutkan wbahwa wdalam 

wpenjatuhan wpidana wharus wdi wpertimbangkan, wmotif wdan wkesalahan wpelaku 

wtindak wpidana, wtujuan wia wmelakukan wtindak wpidana, wsikap wbatinnya, wtindak 

wpidana wberencana watau wtindak wberencana, wmetode wmelakukan wtindak wpidana, 

wtindakan wdan wsikap wpelaku wsesudah wmelakukan wperbuatan, wriwayat whidup, 

wsosial, wdan wekonomi wpelaku wtindak wpidana, wpengaruh wpidana wterhadap wmasa 

wdepan wpembuat wtindak wpidana, wpengaruh wtindak wpidana wterhadap wkorban 

wdan/atau wkeluarganya, wpemaafan wdari wkorban wdan/atau wkeluarganya wdan 

wpandangan wmasyarakat wterhadap wtindak wpidana wyang wdilakukan. wMemang 

wpedoman-pedoman wini wsudah wdi wmasukkan wtetapi witu wbelum wmenjadi whukum 

wpositif wkarena wbelum wdisahkan wmenurut wProf. wAndi wHamzah wsudah w30 

wtahun wR wKUHP wkita wdi wrancang wtapi wbelum wdi wsahkan. 

d. Perilaku wterdawa 

 Karakter watau wperilaku wterdakwa wdi wdalam wpersidangan wjuga wmenjadi 

wfaktor watas wberat wringannya whukuman wyang wdi wjatuhkan, wapabila wterdakwa 

wbersikap wsopan wbesar wkemungkinan wputusan whakim wakan wlebih wringan wdan 

wbegitu wjuga wsebaliknya 

e. Faktor whukuman 

 Di watas wsudah wdi wsebutkan wbahwa wterdakwa wyang wpernah wdi whukum 

wdapat wmenjadi wpenyebab wberat wnya whukuman wyang wakan wdijatuhkan woleh 

whakim wkarena wdianggap wtidak wjera wkarena wsudah wpernah wdihukum watas 

wkesalahannya. 

Sesungguhnya wbanyak wfaktor wlain wyang wdapat wmenyebabkan wdisparitas 

wdalam whakim wmemutus wperkara wmenurut wpenulis wdalam wkasus wini whal-hal 
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wyang wdisebutkan wdi watas wlah wyang wmenyebabkan whakim wdalam wmenjatuhkan 

wputusan wtersebut.
32

 

 Pedoman wpemberian whukuman witu wmemuat whal whal wyang wbersifat 

wobjektif wmengenai whal-hal wyang wberkaitan wdengan wsipelaku wtindak wpidana 

wsehingga wdengan wmemperhatikan whal-hal wtersebut wpenjatuhan whukuman 

wlebih wproporsional wdan wlebih wdipahami wmengapa whukumannya wseperti whasil 

wputusan wyang wdijatuhkan woleh whakim. wPendapat wSudarto wini wdibenarkan 

wpula woleh wMuladi, wkarena wmasalahnya wbukan wmenghilangkan wdisparitas 

wsecara wmutlak, wtetapi wdisparitas wtersebut wharus wrasional.
33

 

 Dalam wPasal w1 wayat w(11) wKUHAP wdisebutkan wbahwa wputusan 

wpengadilan wadalah wpenryataan whakim wyang wdiucapkan wdalam wsidang 

wterbuka, wyang wdapat wberupa wpemidanaan watau wbebas wdari watau wlepas wdari 

wsegala wtuntutan whukum wdalam whal wserta wcara wyang wdiatur wdidalam wUndang-

Undang wini. wNamun wmasih wbanyak wsekali wputusan wyang wdiberikan woleh 

whakim wkepada wterpidana wyang wbelum wmencapai wkeadilan wdi wdalam 

wmasyarkat, wkarena wmasih wbanyak wdijumpai wketidak wsesuaian whakim wdalam 

wmenjatuhkan wpidana.. 

3. Dampak wDisparitas wPidana 

Disparitas wpemidanaan wmemiliki whubungan wyang werat wdengan wsistem 

wperumusan wdan wpengancaman wsanksi wpidana wyang wtertera wdalam wundang-

undang. wDengan wperkataan wlain wdapat wmerupakan wsumber wtidak wlangsung 

wterjadinya wsumber wdisparitas wpidana. wJika whal wtersebut wdibiarkan wdapat 

wmenyebabkan wmunculnya wsikap wapatis, wdan wtidak wpuas wyang wdirasakan woleh 

wmasyarakat wyang wdapat wditunjukkan wadanya wpengeroyokan wkepada windividu 
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wlain wataupun waparatur wpenegak whukum, woleh wkarena witu wUU wini wmenjadi 

wsumber wtidak wlangsung wmunculnya wdisparitas wpidana. w 

Pesoalan wmengenai wdisparitas wpidana w wyang wbanyak wterjadi wpada 

wbidang wpenegakan whukum, wpastinya wmenyebabkan wberbagai wkonflik wbaru 

wyang wtidak wdapat wdihindari. wMenurut wKennedy wdalam wNawawi, wadanya 

wdisparitas wpidana wmengakibatkan wbeberapa whal wberikut wini: 

a. Menumbuhkan wketidaksukaan watau wprasangka wburuk wmasyarakat 

wterhadap wsistem wpidana 

b. Kegagalan wdalam wmencegah wtindak wpidana 

c. Memotivasi wuntuk wmelakukan wtindak wpidana 

d. Menghalangi wterjadinya wevaluasi wdan wperbaikan wpelanggaran 

watas wkesalahannya w 

 Problema wmengenai wdisparitas wdalam wpenegakkan whukum wdi 

wIndonesia wmemang wtidak wdapat wdihapuskan wbegitu wsaja. wUpaya wyang wdapat 

wditempuh whanyalah wupaya-upaya wdalam wrangka wmeminimalisasi wdisparitas 

wpidana wyang wterjadi wdalam wmasyarakat, wupaya wyang wterpenting wharus 

wditempuh wdalam wmenghadapi wdisparitas wputusan whakim wadalah wperlunya 

wpenghayatan whakim wterhadap wasas wproporsionalitas wantara wkepentingan 

wmasyarakat, wkepentingan wNegara, wkepentingan wsi wpelaku wtindak wpidana 

wdan wkepentingan wkorban. w

34
 

 Dampak wdisparitas wdalam wputusan whakim wada wbabarapa 

wkemungkinan wyaitu:
35

 

a. Akan wmenimbulkan wke wtidak wpercayaan wmasyarakat wterhadap 

wlembaga wpenegak whukum 
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 Marlizya Priscilia Siegers, “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak 
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan “, (Sekeripsi), Fakultas Hukum, Universitas 
Patimura, 2018. 



28 

 

 

 

b. Akan wmenimbulkan wrasa wtidak wpuas wkarena wtidak wdiperlakukan 

wsama wdengan wpelaku wlainnya wyang wmelakukan wkasus wyang wsama. 

c.  wAkan wmenimbulakan wkebencian wdi wdalam wmasyarakat wterhadap 

whakim wdan wpenegak whukum wlainya. 

d. akan wmeni wmbulkan wpolemik wdi wmasyarakat. 

  

B. Tinjauan wUmum wTentang wPutusan wHakim w 

1. Pengertian wHakim w 

Hakim wsecara wbahasa wadalah worang wyang wmemutuskan whukum. 

wSecara wistilah whakim wadalah wpejabat wperadilan wyang wdiberikan wkewenangan 

woleh wundang-undang wuntuk wmengadili. wDengan walur wtindakan whakim wuntuk 

wmemeriksa, wmenerima wdan wmemutuskan wperkara wberdasarkan wasas wbebas, 

wjujur, wtidak wmemihak wdi wranah wperadilan wserta wberdasarkan wprosedur wyang 

wtelah wdiatur woleh wundang-undang.
36

 

Hakim wmemiliki wkewenangan wutama wdalam wmengadili wyakni 

wbeberapa waktivitas, wseperti wmenerima, wmemeriksa, wdan wmemutus wperkara 

wpidana. wDalam wmelakukan waktivitas wtersebut whakim wberpedoman wpada 

wKUHAP wyang wdidasarkan wpada wprinsip wkebebasan, wkejujuran, wdan 

wadil.Kemudian, wpada wketetapan wPasal w4 wayat w(2) wundang-undang wNo. w48 

wTahun w2009 wtentangi wKekuasaan wKehakiman wdisebutkan wbahwa:
37

 

“Pengadilan wmembantu wpencari wkeadilan wdan wberusaha wmengatasi 

wsegala whambatan wdan wrintangan wuntuk wdapat wtercapainya wperadilan wyang 

wsederhana, wcepat, wdan wbiaya wringan.” 

Berlandaskan wuraian wbeberapa wPasal wtersebut, wmaka wdapat 

wdisimpulkan wbeberapa whal wpokok wyang wmenjadi wtugas whakim wyaitu: w 
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a. Menerima, wmemeriksa, wmengadili, wdan wmenyelesaikan wkasus 

wperkara wdi wpengadilan. w 

b. Memecahkan wpersoalan watas wperkara wyang wdiajukan woleh 

wmasyarakat wyang wberperkara. w 

c. Melaksanakan wperadilan wsecara wsederhana, wcepat wdan wmurah. w 

d. Menyelesaikan wkendala-kendala wyang wmenyebabkan wterhalangnya 

wkeadilan 

2. Pengertian wPutusan wHakim 

 Putusan whakim wadalah wsuatu wpernyataan wyang woleh whakim, wsebagai 

wpejabat wnegara wyang wdiberi wwewenang wuntuk witu, wdiucapkan wdi wpersidangan 

wdan wbertujuan wuntuk wmengakhiri watau wmenyelesaikan wsuatu wperkara watau 

wsengketa wantara wpara wpihak.
38

 

Sudikno wMertokusumo wmendefinisikan wputusan whakim wsebagai wsuatu 

wpernyataan wyang woleh whakim, wsebagai wpejabat wyang wdiberi wwewenang witu, 

wdiucapkan wdi wpersidangan wdan wbertujuan wmengakhiri watau wmenyelesaikan 

wsuatu wperkara watau wsuatu wsengketa wantara wpara wpihak. wAdanya wketentuan 

wbahwa whakim windependen wdan wmandiri wtidak wberarti whakim wboleh wbertindak 

wgegabah, wkewajibannya wadalah wmenginterpretasikan whukum wserta wprinsip-

prinsip wfundamental wdan wasumsi wyang wberhubungan wdengan whal witu 

wberdasarkan wperasaan wkeadilannya wserta whati wnuraninya. wOleh wkarena witu, 

wketika wkebebasan whakim wdimaknai wsebagai wkebebasan wmutlak, wmaka wdapat 

wmuncul wkekuasaan wyang wsewenang-wenang, wyang wpada wakhirnya wtimbul 

wkondisi wyang wmemunculkan wprinsip wkebebasan wkehakiman.
39

 

Menurut wPasal w1 wAngka w11 wKUHP wPidana wjuga wdisebutkan wbahwa 

w“Putusan wpengadilan wadalah wpernyataan whakim wyang wdiucapkan wdalam 
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wsidang wpengadilan wterbuka, wyang wdapat wberupa wpemidanaan watau wbebas watau 

wlepas wdari wsegala wtuntutan whukum wdalam whal wserta wmenurut wcara wyang wdiatur 

wdalam wUndang-Undang wini”. wDalam wketentuan wlain wpada wPasal w195 wKUHP 

wmenentukan wbahwa w“semua wPutusan wpengadilan whanya wsah wdan wmempunyai 

wkekuatan whukum wapabila wdiucapkan wdi wsidang wterbuka wuntuk wumum”.40
 

3. Bentuk-Bentuk wPutusan wHakim w 

Dalam wPutusan whakim watau wputusan wpengadilan wpada wdasarnya wmemiliki 

w3 w(tiga) wbentuk wputusan wyang wakan wdiberikan wkepada wterdakwa wdi wakhir 

wpersidangan. wAdapun wbentuk-bentuk wputusan wtersebut wadalah wsebagai 

wberikut: 

a. Putusan wBebas w(vrij wsparaak) w 

Putusan wbebas wialah wterdakwa wyang wdijatuhi wputusan wbebas watau 

wbebas wdari wtuntutan whukum w(vrij wsparaak) watau wacquitall. wTerdakwa 

wdibebaskan wdari wtuntutan whukum, wartinya wterdakwa wdibebaskan wdari 

wpemidanaan. wPada wasasnya wesensi wputusan wbebas wterjadi wkarena wterdakwa 

wdinyatakan wtidak wterbukti wsecara wsah wdan wmeyakinkan wbersalah wmelakukaan 

wtindak wpidana wsebagaimana wdakwaan wjaksa watau wpenutut wumum wdalam wsurat 

wdakwaan.
41

 

Putusan wbebas wini wdijelaskan wpula wdalam wPasal w191 wayat w(1) wKUHAP 

wyaitu w“jika wpengadilan wberpendapat wbahwa wdari whasil wpemeriksaan wdi 

wsidang, wkesalahan wterdakwa watas wperbuatan wyang wdidakwakan wkepadanya 

wtidak wterbukti wsecara wsah wdan wmeyakinkan, wmaka wterdakwa wdiputus wbebas”. 

wPasal w183 wKUHAP wmenyebutkan wsebagai wberikut w“hakim wtidak wboleh 

wmenjatuhkan wpidana wkepada wseorang, wkecuali wapabila wdengan wsekurang-

kurangnya wdua walat wbukti wyang wsah wia wmemperoleh wkeyakinan wbahwa wsuatu 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana Pasal 1 ayat 11.   
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wtindak wpidana wbenar-benar wterjadi wdan wterdakwlah wyang wbersalah 

wmelakukannya”.42
 

b. Putusan wPelepasan w 

Dari wSegala wTuntutan wHukum wSecara wfundamental wterhadap wputusan 

wlepas wdari wsegala wtuntutan whukum watau w“onslag wvan walle wrechtsver wvolging“. 

wDalam wputusan wlepas wdari wdari wsegala wtuntutan whukum wmempunyai wkriteria 

wsebagaimana wyang wtercantum wdalam wPasal w191 wayat w(2) wini, wyaitu: w 

1) Apa wyang wdidakwakan wkepada wterdakwa wmemang wterbukti wsecara 

wsah wdan wmenyakinkan. 

2) Tetapi wsekalipun wterbukti, whakim wberpendapat wbahwa wperbuatan 

wyang wdidakwakan wtidak wmerupakan wtindak wpidana. w 

Perbuatan wterdakwa wterbukti wsecara wsah, wmeyakinkan wsesuai wfakta wyang 

wterungkap wdan wmenurut walat wbukti wyang wsah wdalam wpasal w184 wKUHAP wserta 

wmeyakinkan whakim wuntuk wmenyatakan wterdakwa wsebagai wpelaku wperbuatan 

wtersebut.
43

 wWalaupun wterbukti, wakan wtetapi wperbuatan wtersebut wbukanlah 

wmerupakan wtindak wpidana. wPadahal wsebelumnya wdinyatakan wpada wtingkat 

wpenyelidikan wdan wpenyidikan wbahwa wperkara wyang wdiperiksa wmerupakan 

wperkara wtindak wpidana, wnamun wternyata wdalam wpemeriksaan wpersidangan, 

wperkara wtersebut wdiputus woleh wmajelis whakim wbukan wmerupakan wperkara 

wpidana wini wberarti wbahwa wMajelis wHakim wyang wmemeriksa wperkara wtersebut 

wbahwa wterdakwa wbersalah wmelakukan wperbuatan wyang wdituduhkan 

wkepadanya.
44

 

c. Putusan wPemidanaan w(Veroordeling) w 
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Pada whakikatnya wputusan wpemidanaan w(veroordeling) wmerupakan 

wputusan whakim wyang wberisikan wsuatu wperintah wkepada wterdakwa wuntuk 

wmenjalani whukuman watas wperbuatan wyang wtelah wdilakukannya wsesuai wdengan 

wamar wputusan. wPutusan wpemidanaan wdalam wtindak wpidana wdapat wterjadi 

wapabila wyang wdidakwakan wkepada wterdakwa wterbukti wsecara wsah wdan 

wmeyakinkan wmenurut whukum wterdakwa wbersalah wmelakukan wtindak wpidana 

wyang wdidakwakan wmaka wmajelis whakim wakan wmenjatuhkan wpidana. wPutusan 

C. Tinjauan wUmum wTentang wTindak wPidana 

Tindаk wpidаnа wmerupаkаn wsuаtu wpengertiаn wyuridis, wlаin whаlnyа 

wdengаn w wistilаh wperbuаtаn wjаhаt wаtаu wkejаhаtаn. wSecаrа wyuridis wformаl, 

wtindаk wkejаhаtаn wmerupаkаn wbentuk wtingkаh wlаku wyаng wmelаnggаr wundаng-

undаng wpidаnа. wOleh wsebаb witu wsetiаp wperbuаtаn wyаng wdilаrаng woleh 

wundаng-undаng whаrus wdihindаri wdаn wbаrаng wsiаpа wmelаnggаrnyа wmаkа wаkаn 

wdikenаkаn wpidаnа. Menurut wPompee wTindаk wpidаnа wаdаlаh wperbuаtаn 

wmelаkukаn wаtаu wtidаk wmelаkukаn wsesuаtu wyаng wmemiliki wunsur wkesаlаhаn 

wsebаgаi wperbuаtаn wyаng wdilаrаng wdаn wdiаncаm wdengаn wpidаnа, wdimаnа 

wpenjаtuhаn wpidаnа wterhаdаp wpelаku wаdаlаh wdemi wterpelihаrаnyа wtertib 

whukum wdаn wterjаminnyа wkepentingаn wumum.
45

 

Unsur-unsur wtindаk wpidаnа witu wsendiri wdаpаt wdibedаkаn wsetidаk-

tidаknyа wdаri wduа wsudut wpаndаng wyаitu: 

1. Aliran wMonistis 

Аlirаn wmonistis wаdаlаh wаlirаn wyаng wmemаndаng wsemuа wsyаrаt wuntuk 

wmenjаtuhkаn wpidаnа. wАlirаn wini wtidаk wmemisаhkаn wunsur wyаng wmelekаt 

wpаdа wperbuаtаnnyа w(criminаl wаct) wdengаn wunsur wyаng wmelekаt wpаdа worаng 

wyаng wmelаkukаn wtindаk wpidаnа w(criminаl wresponsibility). 
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 Menurut wSimon wyаng wmerupаkаn wpengаnut wаlirаn wmonistis 

wmenyаtаkаn wStrafbaar wfeit wsebagai wsuatu wtindakan wmelanggar whukum wyang 

wtelah wdilakukan wdengan wsengaja wataupun wtidak wdengan wsengaja woleh 

wseseorang wyang wdapat wdipertanggungjawabkan watas wtindakannya wdan wyang 

woleh wundang-undang w wtelah wdinyatakan wsebagai wsuatu wtindakan wyang wdapat 

wdihukum. wJika wdi wuraikan wunsur-unsurnya wsebagai wberikut: 

a. Perbuаtаn wmаnusiа, w 

b. Diаncаm wdengаn wpidаnа, w 

c. Melаwаn whukum, 

d. Dilаkukаn wdengаn wkesаlаhаn, wdan w 

e. Oleh worаng wyаng wmаmpu wbertаnggungjаwаb. 

2. Aliran wDuаlistis w 

Aliran wdualistis wаdаlаh wаlirаn wyаng wmemisаhkаn wаntаrа wcriminаl wаct 

wdengаn wcriminаl wresponsibility, wyаng wmenjаdi wunsur wtindаk wpidаnа wmenurut 

wаlirаn wini whаnyа wunsur-unsur wyаng wmelekаn wpаdа wcriminаl wаct. wPerbuatan 

wpidana wadalah wperbuatan wyang woleh wsuatu waturan whukum wdilarang wdan 

wdiancam wpidana, wasal wsaja wdalam wpada witu wdiingat wbahwa wlarangan 

wditujukan wkepada wperbuatan, wsedangkan wancaman wpidananya wditujukan 

wkepada worang wyang wmengakibatkan wkejadian wpidana witu. wJika wdiuraikan 

wunsur- wunsurnya wsebagai wberikut: 

a. Perbuаtаn w(mаnusiа) 

b. Memenuhi wrumusаn wundаng-undаng, wdan w 

c. Bersifаt wmelаwаn whukum.y 

 Dari wpembahasan wdi watas wdаpаt wditаrik wkesimpulan wdаri wduа wаlirаn 

wtersebut wyаkni wаlirаn wmonistis wberаnggаpаn wbаhwа wsubjek whukum wyаng 

wmelаkukаn wtindаk wpidаnа wtelаh wdаpаt wdipidаnа, wsedаngkаn wdаlаm wаlirаn 

wduаlistis wsubyek whukum wyаng wmelаkukаn wtindаk wpidаnа wbelum wdаpаt 
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wdipidаnа wаpаbilа wbelum wdisertаi wkemаmpuаn wbertаnggungjаwаb wpidаnа 

wyаng wаdа wpаdа wdiri wpelаku. 

D. Tinjauan wUmum wTentang wTindak wPidana wPerkosaan wTerhadap 

wAnak 

1. Pengertian wPemerkosaan wTerhadap wAnak w 

 Tindak wpidana wperkosaan wterhadap wanak wdi watur wdalam wKUHP 

wtermasuk wdalam wkejahata wkesusilaan. wPerkosaan wmerupakan wsalah wsatu 

wbagian wdari wkejahatan wkesusilaan wyang wdiatur wdalam wBAB wXIV wPasal w285, 

w286, w287 wdan w288 wKUHP. wIstilah wkesusilaan wberasal wdari wkata w“susila” 

wyang wberarti wberadab, wsopan w, wtertib watau wadat wistiadat wyang wbaik. wKarena 

witu wkesusilaan wdapat wdiartikan wsebagai wsesuatu wyang wberkaitan wdengan wadab 

watau wsopan wsantun.
46

 

Pemerkosaan wterhadap wanak wdibawah wumur watau wsering wdisebut 

wdengan wpencabulan, wdikenal wdengan wistilah w“Pedofilia”, wyang wberasal wdari 

wkata w“Pais watau wPaidos” wyang wberarti wanak, wkata w“Phileoatau wPhilos” wyang 

wberarti wmencintai. wPedopilia wdapat wjuga wdiartikan wsebagai wsuatu wtindakan 

wpelampiasan wnafsu wseksual wdengan wmenjadikan wanak-anak wsebagai 

winstrumen watau wsasaran wdari wperbuatan wtersebut. wMenurut wKartini wKartono 

wdalam wbukunya wPsikologi wdan wAbnormalis wSeksual, wmejelasakan wpedofilia 

wsebagai wrasa wgejala worang wdewasa wuntuk wtertarik wdan wmendapatkan 

wkepuasan wseksual wdengan wmelakukan wpersetubuhan wdengan wanak-anak. 

wAnak wmerupakan wanugrah wTuhan wyang wperlu wdilindungi wharkat wdan 

wmartabatnya wdan wjuga wdijamin whak-haknya wdan wkebutuhannya. wSebaliknya 

wanak-anak wbukan wsebaga wobjek wtindakan wsewenang-wenang wyang 
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Sunan Kalijaga,2004),hlm. 343 



35 

 

 

 

wdiperlakukan wdengan wtidak wmanusiawi wdari worang wsiapapun witu wdan wpihak 

wmanapun.47 

Istilah“verkrachting” wditerjemahkan wkedalam wbahasa wIndonesia 

wsebagai“perkosaan”. wPerkosaan watau wdisebut wjuga wdengan wpelecehan 

wseksualmerupakan wistilah wyang wmenunjuk wpada wperilaku wseksual watau 

whubungan wyang wmenyimpang, wmerugikan wpihak wkorban wdan wmerusak 

wkedamaian wditengah wmasyarakat. wAdanya wkekerasan wseksual wyang wterjadi 

wmaka wpenderitaan wbagi wkorban wtelah wmenjadi wakibat wserius wyang 

wmembutuhkan wperhatian. w

48
Kejahatan wperkosaan wdalam whal wpersetubuhan 

wdimuat wdalam wPasal w285 wyang wrumusannya wadalah wsebagai wberikut: 

“Barangsiapa wdengan wkekerasan watau wancaman wkekerasan wmemaksa 

wseorang wperempuan wbersetubuh wdengan wdia wdi wluar wperkawinan, wdiancam 

wkarena wmelakukan wperkosaan wdengan wpidana wpenjara wpaling wlama 

wduabelas wtahun” 

Dari wbunyi wpasal wdi watas wdapat wdikemukakan wbahwa wunsur wpokok wdari 

wperkosaan wadalah wadanya wkekerasan watau wancaman wkekerasan wdalam 

wmelakukan wpersetubuhan wdengan wseorang wperempuan. wAdapun wunsur-unsur 

wyang wterkandung wdalam wpasal w285 wKUHP wyang wdapat wdijadikan wdasar watau 

wsyarat wterhadap wdelik wperkosaan wyaitu wsebagai wberikut: 

a. Harus wada wunsur wkekerasan watau wancaman wkekerasan 

b. Harus wada wpaksaan 

c.  wDilakukan wterhadap wwanita wyang wbukan wistrinya 
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d.  wPaksaan wyang wdilakukan wdengan wkekerasan watau wancaman 

wkekerasan witu wdimaksud wuntuk wbersetubuh wdengannya
49

. 

Pelaku wPerkosaan wanak wdi wbawah wumur wyang wdapat wjuga wdisebut wdengan 

wchild wmolester wdapat wdigolongkan wkedalam wlima wkategori wyaitu: 

a) Immature: wpara wpelaku wmelakukan wPerkosaan wdisebabkan woleh 

wketidakmampuan wmengidentifikasikan wdiri wmereka wdengan wperan 

wseksual wsebagai worang wdewasa. 

b) Frustrated: wpara wpelaku wmelakukan wkejahatannya w(Perkosaan) 

wsebagai wreaksi wmelawan wfrustasi wseksual wyang wsifatnya wemosional 

wterhadap worang wdewasa. wSering wterjadi wmereka wberalih wkepada 

wanak-anak wmereka wsendiri w(incest) wketika wmerasa wtidak wseimbang 

wdengan wistrinya. 

c) Sociopathic: wpara wpelaku wPerkosaan wyang wmelakukan wperbuatannya 

wdengan worang wyang wsama wsekalinya wasing wbaginya, wsuatu wtindakan 

wyang wkeluar wdari wkecenderungan wagresif wyang wterkadang wmuncul. 

d) Pathological: wpara wpelaku wPerkosaan wyang wtidak wmampu 

wmengontrol wdorongan wseksual wsebagai whasil wpsikosis, wlemah 

wmental, wkelemahan worgan wtubuh watau wkemerosotan wsebelum 

wwaktunya w(premature wsmile wdeterioration). 

Kekerasan watau wancaman wkekerasan wtindak wpidana wperkosaan, 

wdilakukan woleh wpembuat wagar wniatnya wdapat wterlaksana. wMisalnya wmengikat 

wtangan wdan wkaki, wmerobek wpakaian wkorban, watau wmengancam wkorban wuntuk 

wmenganiaya watau wmembunuhnya wjika wtidak wmengikuti wkehendak wpembuat. 

wAkibat wdalam wtindak wpidana wini wadalah wkesengajaan wpembuat wyang 
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wmenyebabkan wkorban wmenyerahkan wkehormatanya wkepada wpembuat wdimana 

whal wtersebut wakan wmenjatuhkan wharkat wdan wmartabat wkorban.
50

 

Lamintang wmembagi wunsur-unsur wPasal w285 wKUHP wtindak wpidana 

wperkosaan wyakni wsebagai wberikut: 

a. Barangsiapa 

b.  wDengan wkekerasan watau wancaman wkekerasan 

c.  wMemaksa 

d.  wSeorang wwanita 

e. Mengadakan whubungan wkelamin wdi wluar wperkawinan wdengan 

wdirinya.Walaupun wdalam wrumusannya wundang-undang wtidak 

wmensyaratkan w 

Dalam wkasus wpemerkosaan wterhadap wanak wini wsebagai wtindak wpidana 

wyang wtertuang wdalam wQanun wAceh wNomor w6 wTahun w2014 wTentang wHukum 

wJinayah wyaitu wdelik wpemerkosaan. wDidalam wqanun wjinayat, wjarimah 

wpemerkosaan wdidefinisikan wsebagai whubungan wseksual wterhadap wfaraj watau 

wdubur worang wlain wsebagai wkorban wdengan wzakar wpelaku watau wbenda wlainnya 

wyang wdigunakan wpelaku watau wterhadap wfaraj watau wzakar wkorban wdengan 

wmulut wpelaku watau wdengan wmulut wkorban wdengan wzakar wpelaku, wdengan 

wkekerasan watau wancaman wterhadap wkorban. 

2. Batas wUsia wAnak wMenurut wHukum 

 Batasan wusia wanak wdi wdalam whukum wpositif wdi wIndonesia wberbeda-

beda, wberikut wadalah waturan whukum wpositif wyang wmengatur wbatas wusia wanak: 

w 

a. Anak wdi wbawah wumur wmenurut wKUHP wAnak wdibawah wumur wdi 

wdalam wKUHP wtertuang wdi wdalam wPasal w45 wyang wmenyatakan wanak 

wadalah wseseorang wyang wbelum wberusia w16 wtahun.
51

Didalam wPasal 
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w287 wyang wdmaksud wanak wadalah wseseorang wyang wbelum wberusia w15 

wtahun. 

b. Anak wdi wbawah wumur wmenurut wundang-undang wNo. w4 wTahun w1979 

wtentang wKesejahteraan wAnak. wDi wdalam wundang-undang wini wpada 

wPasal w1 wayat w(2) wmenyebutkan w“anak wadalah wseeorang wyang wbelum 

wmencapai wbatas wusia w21 w(dua wpuluh wsatu) wtahun wdan wbelum wpernah 

wkawin. 

c. Anak wdi wbawah wumur wmenurut wUndang-Undang wRepublik wIndonesia 

wNomor w35 wTahun w2014 wTentang wPerubahan wAtas wUndang-Undang 

wNomor w23 wTahun w2002 wTentang wPerlindungan wAnak wyang 

wdimaksud wanak wdiatur wdidalam wPasal w1 wangka w1 wyaitu wAnak wadalah 

wseseorang wyang wbelum wberusia w18 w(delapan wbelas) wtahun, wtermasuk 

wanak wyang wmasih wdalam wkandungan. 

d.  wAnak wdibawah wumur wmenurut wUndang-undang wNo. w39 wtahun w1999 

wtentang wHak wAsasi wManusia. wDi wdalam wundang-undang wini wyang 

wdimaksud wanak wtertuang wdi wdalam wPasal w1 wayat w(5) wyang wberbunyi 

w“anak wadalah wsetiap wmanusia wyang wberusia wdibawah w18 w(delapan 

wbelas) wtahun wdan wbelum wmenikah, wtermasuk wanak wyang wmaasih 

wdalam wkandungan wapabila whal wtersebut wadalah wdemi 

wkepentingannya”. 

e. Anak wdi wbawah wumur wmenurut wUndang-undang wNo. w44 wTahun w2008 

wtentang wPornografi. wPada wPasal w1 wayat w(4) wyang wberbunyi w“anak 

wadalh wseorang wyang wbelum wberusia w18 w(delapan wbelas) wtahun”. 

f. Menurut wperaturan wperesiden wRepublik wIndonesia wNomor w55 wtahun 

w2024. wAnak wadalah wseseorang wyang wbelum wberusia w18 w(delapan 

wbelas) wtahun, wtermasuk wanak wmasih wdidalam wkandungan. w 
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Dalam wpasal w1 wUndang-undang wNo. w35 wTahun w2014 wTentang 

wPerlindungan wAnak, wmenyatakan wanak wadalah wseseorang wyang wbelum 

wberusia w18 w(delapan wbelas) wtahun wdan wbelum wmenikah, wtermasuk wanak wyang 

wMasih wdalam wkandungan. w

52
Alasan wUUPA wmenyatakan wbatasan wumur wanak 

wadalah wsetiap wmanusia wyang wberusia wdi wbawah w18 w(delapan wbelas) wtahun, 

wkarena wmenyesuaikan wdengan wbatasan wusia wanak wyang wtercantum wdalam 

wKonvensi wHak wAnak wyang wtelah wdiratifikasi wdengan wkeputusan wPresiden 

wNomor w36 wTahun w1990 wtentang wPengesahan wConventionon wThe wRightsof 

wThe wChild w(Konvensi wtentang wHak wAnak) 

Adapun wukuran wseorang wanak wdapat wdikatakan wsudah wbaligh wapabila 

wPada wdirinya wsudah wada wsalah wsatu wdari wsifat wyaitu, wtelah wsampai wberumur 

w15 wtahun, wtelah wkeluar wmani wbagi wanak wlaki-laki, wdan wtelah wkeluar wdarah 

wkotor w(haidh) wbagi wanak wperempuan. wDalam wistilah wilmiah wapabila 

wdikatakan wsudah wmatang wsecara wbiologis wbukan wmatang wsecara wfisik. 

wMenurut wkompilasi whukum wislam wpada wpasal w9 wayat w(1) wyaitu, w“batas wusia 

wanak wyang wmampu wberdiri wsendiri watau wdewasa wialah w21 w(dua wpuluh wsatu) 

wtahun, wsepanjang wanak wtersebut wtidak wcacat wfisik wmaupun wmental watau 

wbelum wpernah wmelakukan wperkawinan”.53
 

Sedangkan wdalam wQanun whukum wJinayah wdiatur wjuga wtentang wbatas wusia 

wyang wmasih wdikatakan wanak-anak wyaitu wtercantum wdalam wpasal w1 wayat w40 

wQanun wAceh wNomor w6 wTahun w2014 wTentang wHukum wJinayat wmengatur 

wtentang wbatas wumur wanak wadalah wseseorang wyang wbelum wmencapai wumur w18 
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wtahun wdan wia wbelum wmenikah. wJadi wdalam wkedua wputusan wMahkamah 

wSyar‟iyah wmaka wusia wanak wkorban wtersebut wbelum wmencapai w18 wtahun. 

3. Tindak wPidana wPemerkosaan wTerhadap wAnak wDalam wQanun wAceh 

Tindak wpidana watau wjarimah wyang wdiatur wdalam wQanun wAceh wnomor w6 

wtahun w2014 wtentang whukum wjinayat watau wdisebut wdengan wqanun wjinayat 

wmerupakan wsuatu waturan wtentang wpelaksanaan wdan wpenegakan wsyariat wIslam 

wdi wAceh. wPada wumumnya wmemuat wnorma whukum wyang wmengatur wkehidupan 

wbermasyarakat wdan wbernegara wdan wjuga wnorma whukum wyang wmengatur 

wkehidupan wmoral watau wkepentingan windividu wyang wharus wdiikuti wdan wditaati 

woleh wsetiap worang. wDalam wQanun wAceh wnomor w6 wtahun w2014 wtentang 

whukum wjinayat wmengatur w10 wjarimah watau wtindak wpidana wyaitu wkhamar, 

wmaisir, wkhalwat, wikhtilat, wzina, wpelecehan wseksual, wpemerkosaan, wqadzaf, 

wliwath, wdan wmusahaqah. wSalah wsatunya wtindak wpidana watau wjarimah wyang 

wberkenaan wdengan wskripsi wini wyaitu wjarimah wpemerkosaan. w

54
 

Dalam wQanun wAceh wnomor w6 wtahun w2014 wtentang whukum wjinayat 

wdisebutkan wdalam wpasal w1 wangka w30 wdijelaskan wpengertian wpemerkosaan 

wialah whubungan wseksual wterhadap wfaraj watau wdubur worang wlain wsebagai 

wkorban wdengan wzakar wpelaku watau wbenda wlainnya wyang wdigunakan wpelaku 

wdengan wkekerasan watau wpaksaan watau wancaman wterhadap wkorban. wMaka 

wdalam whal wini wpengertian wpemerkosaan wyaitu wadanya wserangan wseksual wdari 

wpihak wlaki-laki wdengan wmenggunakan wpenisnya wuntuk wmelakukan wpenetrasi 

wvagina wterhadap wkorban. wTindakan wini wdilakukan wdengan wadanya 

wpemakasaan wataupun wmenunjukkan wkekuasaan wpada wsaat wkorban wtidak 

wdapat wmemberikan wpersetujuan wbaik wsecara wfisik wmaupun wsecara wmental. w 
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Pemerkosaan wmerupakan wperbuatan wyang wmelanggar wkesopanan wdan 

wkesusilaan wjuga wtermasuk wperbuatan wpersetubuhan wdiluar wperkawinan. 

w

55
Pemerkosaan wyang wterjadi wterhadap wanak wdibawah wumur wmerupakan wsuatu 

wperbuatan wyang wkeji, whal wini wdapat wmempengaruhi wpsikologis 

wperkembangan wanak wdan wmenimbulkan wtrauma wseumur whidupnya. wAnak 

wmerupakan waset wbangsa wyang wharus wdilindungi wdan wdijamin 

wkesejahteraanya. wAnak wmerupakan wmanusia wpaling wlemah wdan wsecara 

wpsikologis wmasih wlabil, wanak wjuga wsagat wtergantung wkepada worang wdewasa 

wdan wsangat wrentan wterhadap wtindakan wkekerasan wyang wdilakukan woleh worang 

wdewasa. wMaka wdari witu wkepada worang wtua whendaknya wmelakukan 

wpengawasan, wmemberikan wbimbingan wdan wmengajarkan wmana wyang wboleh 

wdilakukan wdan wtidak wboleh wdilakukan wterhadap wanaknya. wTindak wpidana 

wpemerkosaan wterhadap wanak wini wharus wdiproses wdan wdiadili wseadil-adilnya. 

wPara wpelaku wharus wdihukum wseberat-beratnya wkarena wtelah wmerusak wmasa 

wdepan wanak wbahkan wdapat wmenimbulkan wakibat wburuk wsecara wpsikologis 

wterhadap wperkembangan wanak. w 

Dalam wpembuktian wjarimah wpemerkosaan wdalam wqanun whukum wjinayat 

wyaitu wdimana wseseorang wmengaku wdiperkosa wmaka wmengajukan wpengaduan 

wkepada wpenyidik wtentang worang wyang wmemperkosanya wdengan wmenyertakan 

walat wbukti wpermulaan wketentuan wini wtertuang wdalam wpasal w52 wayat w(1). 

wMerujuk wpada waturan wini wbahwa wdelik wdalam wpasal wini wmerupakan wdelik 

waduan wbukan wdelik wbiasa. wKorban watau wkeluarga wkorban wberhak wmengajukan 

wpengaduan wkepada wpihak wpenyidik wdengan wmenyertakan walat wbukti 

wpermulaan. wMenurut waturan wpada wpasal w52 wqanun whukum wjinayat wtindak 

wpidana wpemerkosaan wmerupakan wdelik waduan wbukan wpelaporan wkarena 
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wpembebanan wkewajiban wdalam whal wmenyertakan walat wbukti wpermulaan 

wterhadap wkorban wdan wpermintaan wtindak wlanjut wterhadap wkasus woleh wkorban 

wsedangkan wdalam whal wpelaporan wkorban whanya wmelapor wsaja wtanpa wada 

wkeinginan wuntuk wtindakan wselanjutnya wdari wpihak wyang wberwenang
56

. 

Dalam wtindak wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak wini wtelah wtertuang 

wdalam wBAB wIV wbagian wketujuh wtentang wjarimah watau wuqubah wpemerkosaan 

wterhadap wanak wsebagaimana wdiatur wdalam wpasal w50 wyang wmenyebutkan 

wbahwa: w“Setiap worang wyang wdengan wsengaja wmelakukan wjarimah 

wpemerkosaan wsebagaimana wdimaksud wdalam wpasal w48 wterhadap wanak 

wdiancam wdengan w„uqubat wta‟zir wcambuk wpaling wsedikit w150 w(seratus wlima 

wpuluh) wkali, wpaling wbanyak w200 w(dua wratus) wkali watau wdenda wpaling wsedikit 

w1.500 w(seribu wlima wratus) wgram wemas wmurni, wpaling wbanyak w2.000 w(dua 

wribu) wgram wemas wmurni watau wpenjara wpaling wsingkat w150 w(seratus wlima 

wpuluh) wbulan, wpaling wlama w200 w(dua wratus) wbulan”.57
 

Dalam waturan wtindak wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak wdiatas waturan 

wtersebut wmerupakan waturan wyang wbersifat walternatif wyang wmana wantara 

whukuman wcambuk watau wpenjara watau wdenda wmenggunakan wkata watau, wmaka 

wdari witu whakim wbisa wmemilih wsalah wsatu wdari whukuman wtersebut. wJika whakim 

wmemilih whukuman wcambuk wbagi wpelaku wpemerkosaan wterhadap wanak wmaka 

wsetelah wmelaksanakan whukuman wcambuk wmaka wterdakwa wbisa wkembali wke 

wlingkungannya wdan wbisa wsaja wpelaku wbertemu wdengan wanak wkorban 

wditakutkan wterjadi whal wyang wserupa. 

E. Tinjauan wHukum wIslam wTerhadap wPemerkosaan 
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Pemerkosaan wdalam wistilah wbahasa wArab wdisebut wsebagai wIghtisab 

wyang wberasal wdari wperkataan wghasb wyang wberarti wmerampas watau 

wmengambil wsesuatu wtanpa wkerelaan. wNamun wIghtisab wbukan wmakna wyang 

wkhusus wbagi wpemerkosaan. wDidalam wundang-undang wIslam, wpara wulama 

wmenggunakan wistilah wal-zina wbi wal-ikrah watau wzina wdengan wcara wpaksaan. 

wPemerkosaan wadalah wdaripada wbentuk wperzinaan. wZina wpada wtakrifan 

wjumhur wulama wialah wpersetubuhan wantara wlelaki wdan wperempuan wmelalui 

wkemaluan wtanpa wmilik watau wsyubhah w(kekeliruan) wmilik.
58

 

 Menurut wSayyid wSabiq wmemperkosa watau wpemerkosaan wdisebut wal 

wwath‟u wbi wal wikraah w(hubungan wseksual wdengan wpaksaan). wAl-Juzairi 

wmenyebutnya wdengan wistilah waz-zina wbi wal-ikrah wIkrah wdiartikan wsebagai 

wajakan wuntuk wmelakukan wsuatu wperbuatan wyang wdisertai wancaman wdengan 

wbenda wtajam watau wsecara whalus. wDalam wperbuatan wikrah w(paksaan) 

wterkandung wsikap wketidak wsenangan wdan wketidakrelaan wpada wdiri worang wyang 

wdipaksa w(korban) wdalam wmelakukan wsuatu wperbuatan.
59

 

 Beberapa wsyarat wpemaksaan wantara wlain wyaitu wpelaku wpemaksaan 

wmemiliki wkemampuan wuntuk wmelakukannya wdisertai wdugaan wkuat wbahwa 

wpenolakan watasnya wakan wmengakibatkan wancaman wtersebut wbenar-benar 

wdilaksanakan. wAncaman wini wberupa whal-hal wyang wmembahayakan, wseperti 

wmembunuh, wmenghajar watau wmenghancurkan wharta wbenda
60

 

 Al-ikrah wberasal wdari wkata wش كشw– w ك شw– w اك شاw– w ي  wyang wartinya اك

wpaksa, wmemaksa, wpaksaan, wdan wmembenci wsuatu wyang wkeji. wIkrah wmenurut 

wbahasa wadalah wmemaksa worang wuntuk wmelakukan wsuatu wperbuatan wyang 

wtidak wdisenanginya, wsedangkan wkata wal-kurhu wberarti wsuatu wperbuatan wyang 
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wdilakukan woleh worang wyang wdipaksa wtanpa wadanya wrasa wsenang wdan wrela. 

wKata wikrah wterdapat wdalam wAl-Qur‟an wpada wbeberapa wayat wdengan warti 

wpaksaan, wdiantaranya wyaitu wdalam wsurah wan-Nur wayat w33: 

 

                  w           w    w            w         w      w              w     w      w           w             w              w           w      w          

w               w                 w      w            w          w        w              w       w       w     w          w            w      w            w              w      

w             w      w          w          w               w        w            w            w        w              w        w     w       w        w               w          

w          w    

 Artinya: w“Dan wjanganlah wkamu wpaksa wbudak-budak wwanitamu wuntuk 

wmelakukan wpelacuran, wsedang wmereka wsendiri wmengingini wkesucian, wkarena 

wkamu whendak wmencari wkeuntungan wduniawi. wDan wbarangsiapa wyang 

wmemaksa wmereka, wmaka wsesungguhnya wAllah wadalah wMaha wPengampun 

wlagi wMaha wPenyayang w(kepada wmereka) wsesudah wmereka wdipaksa witu”. 
 

 Ayat wdi watas wmenjelaskan wbahwa wharam whukumnya wuntuk 

wmenjadikan wpara wbudak wwanita wsebagai walat wuntuk wmendapatkan wkekayaan 

wduniawi wdengan wmenjadikannya wsebagai wpelacuran wdan wmemaksa wmereka 

wmelacur, wsedangkan wmereka wmenginginkan wkesucian. wBarangsiapa wyang 

wmemaksa wmereka wmelakukan witu, wAllah wakan wmengampuni wmereka wyang 

wmemaksa wmelalui wpertobatan wdan wtuhan wakan wmengampuni wbudak-budak 

wwanita wyang wdipaksa wmelakukan wpelacuran woleh wtuannya witu, wselama 

wmereka wtidak wmengulangi wperbuatan witu wlagi.
61

 

 Menurut wmazhab wMaliki, wzina wditakrifkan wsebagai, w“Persetubuhan 

wantara wlelaki wdengan wperempuan wyang wberakal wlagi wbaligh wyang wbukan 

wmiliknya wdengan wkerelaan wkedua wbelah wpihak.” wMenurut wImam wAs-Shaf‟ii 

wdan wImam wAhmad wIbnu wHanbal wsama wdengan wImam wMaliki, wCuma 

wditambah wsedikit wtakrifan wzina wsebagai, w“Persetubuhan wsama wada wlewat 

wqubul watau wdubur w“Manakala wUlama wdi wkalangan wHanafiah wmenyebutkan, 
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wzina wadalah wkoitus wyang wharam wpada wkemaluan wdepan wperempuan wyang 

wmasih whidup wdan wmenggairahkan wdalam wkondisi watas wkemahuan wsendiri. 

w

62
Zina wmenurut wtakrifan wal wZayla‟I wialah, w“Persetubuhan wyang wtidak 

wdiharuskan wdengan wwanita wyang whidup wyang wbukan wmilik watau wyang wbukan 

wisterinya wtanpa wpaksaan wdidalam wnegara wislam.” wDefinisi wal wZayla‟i wini 

wmembezakan wzina wdan wpemerkosaan. 

 Menurut wmayoritas wpandangan wulama wbahwa wdalam wkasus 

wpemerkosaan, wterhadap wpihak wpelaku wdapat wditempatkan wstatus whukumnya 

wdengan wjarimah wzina. wSedangkan wpada wpihak wkorban wstatus whukumnya 

wmenjadi wseseorang wyang wterpaksa wmelakukan whubungan wseks watau wberbuat 

wsesuatu wdi wluar wkehendaknya. wJadi wkorban wditempatkan wlayaknya wsebagai 

walat wdan wobjek wuntuk wmemenuhi whasrat wseks wpelaku. wDimana wpelaku wdapat 

wberbuat wsesuai wkehendaknya wyang wnyata-nyata wtidak wmengindahkan whak 

wasasi wkorban. 

 Hukum wIslam wtelah wmengatur wsegala wmacam wperbuatan wyang wterjadi 

wdi wmuka wbumi wini, wkhususnya wperbuatan wyang wsangat wmerugikan worang wlain. 

wContohnya wseperti wseseorang wyang wmelakukan wkejahatan wpemerkosaan watau 

wdalam whukum wIslam wdisebut wdengan wperbuatan wzina wyang wdilakukan wsecara 

wpaksa, wmaka wpelaku wakan wdikenakan wsanksi watau whukuman wyang wtelah 

wditetapkan wdidalam wnash. wHukuman wbagi wpelaku wpemerkosaan wlebih wberat, 

wkarena wselain whukuman wyang wtelah wditetapkan wsebagai wpelaku wperbuatan 

wzina, wpelaku wtersebut wdapat wdikenakan whukum wtambahan wkarena 

wmelakukanmpemakasaan wterhadap wkorban, wpelaku wmendapat whukuman 

wtambahan wyaitu wberupa wta‟zir.63
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 Perbuatan wzina wdalam whukum wIslam wmerupakan wsuatu wperbuatan 

wyang wdiharamkan wdalam wagama wyang wmana wketentuannya wada wdalam wAl-

Qur‟an wdan wHadis, wnamun wmenurut wpendapat wpara wahli wfiqh wyang wbersedia 

wmenjelaskan 

tentang wperbuatan wpemerkosaan wmerupakan wsuatu wperbuatan wyang 

wdiharamkan. wDalam wperbedaan wdiatas wmaka wmunculah wkaidah-kaidah wyang 

wberkaitan wdengan wperbuatan wzina, wyang wmana wkaidah-kaidah wtersebut wyaitu 

wlaki-laki wdewasa wyang wmenyetubuhi wanak wperempuan wyang wmasih wkecil 

w(belum wdewasa). wDalam wperbuatan wpersetubuhan wyang wdilakukan woleh wlaki-

laki wdewasa wyang wmendatangkan wrasa wkenikmatan wdalam wmelakukan 

wpersetubuhan wdengan wanak wperempuan wyang wbelum wdewasa, wmaka wdari 

wperbuatanya wharus wdikenakan whukuman whad. wDikarenakan wdalam 

wpemenuhan wsyahwat wlaki-laki wdewasa wsama-sama wterpenuhi wsebagaimana wia 

wbersetubuh wdengan wperempuan wdewasa. wMengenai wkaidahnya wyaitu 

wdikenakan whukumanm whad wbagi wlaki-laki wdewasa wyang wtelah wmenyetubuhi 

wanak wperempuan wyang wbelum wdewasa wyang wmemungkinkan wuntuk 

wdisetubuhi.
64

 

 Syariat wIslam wmenetapkan wperempuan wyang wdiperkosa wtidak wboleh 

wdihukum. wKasus wjinayah wpemerkosaan whanya wwajib wdikenakan wke watas 

wlelaki wyang wmemperkosanya wsahaja, wkerana wperempuan wyang wmenjadi 

wkorban wadalah worang wyang wdipaksa w(ikrah) watau wdizalimi. wDalam whukum 

wIslam worang wyang wterpaksa wtidak wdikenakan wdosa wsebagaimana wsabda 

wRasulullah ws.a.w wyang wbermaksud: 
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 “Umatku wakan wdiberikan wpengampunan wdidalam wtiga wkeadaan, 

wtersalah, wlupa wdan wyang wdipaksa.”65
 

 

 Juga wterdapat wdalam whadis wyang wdiriwayatkan woleh wAlqamah wbin 

wWa‟il wmeriwayatkan wdaripada wbapanya wtentang wperistiwa wseorang 

wperempuan wyang wdiperkosa wpada wzaman wRasulullah ws.a.w. wRasulullah 

wbersabda wkepada wperempuan witu, wArtinya: 

 “Pergilah wengkau wsesungguhnya wAllah wtelah wmengampunikanmu.” 

 Dalam whal wpemerkosaan wtidak wterdapat wdalil wyang wjelas wdi wdalam wAl-

Quran wkerana whukuman wyang wseumpama wdengannya wtelah wdinyatakan 

wdidalam wAl-Quran wkerana wmempunyai whikmah wyang wtersendiri, wsebab witulah 

wpara wulama wmenggunakan whukuman wdalam wkasus wpemerkosaan wialah 

wbersamaan wdengan whukuman wzina. wCuma wpemerkosaan wadalah wlebih 

wdahsyat wdaripada wzina wkerana wianya wberlaku wdengan wkekerasan, wjadi 

whukuman wyang wdikenakan wke watas wpelakunya wsama wdengan whukuman wzina. 

wDalil wdaripada whadis wNabi ws.a.w wyang w wboleh wdigunakan wdalam wkasus 

wpemerkosaan wini wialah whadis wyang wdiriwayatkan woleh wWa‟il wAl wKindi wyang 

wbermaksud; 

 “sesungguhnya wseorang wwanita wtelah wkeluar w(dari wrumahnya) wpada 

wzaman ws.a.w wkerana wmahu wmengerjakan wsolat w(dimasjid). wLalu wseorang 

wlelaki wmenemuinya w(ditengah wJalan), wlalu wmenindih wdan wmemperkosanya 

wserta wmelepaskan whajatnya w(nafsu). wLantas wwanita wtersebut wbertempik, wlalu 

wsipelakunya wmelarikan wdiri. w(Selepas witu) wseorang wlelaki wmenemui wwanita 

wtersebut, wlalu wbeliau wberkata, w“Sesungguhnya wlelaki witu wtelah wmelakukan 

wsekian wdan wsekian wkeatasku w(memperkosaku), wKemudian wwanita witu 

wbertemu wpula wsekumpulan wmuhajirin, wlantas wberkata, wSesungguhnya wlelaki 

witu wtelah wmelakukan wsekian wdan wsekian w(memperkosaku). wLalu wmereka wterus 

wberedar wdan wmenangkap wlelaki wyang wdisangka woleh wwanita witu wbahwa wdia 

wtelah wmemperkosanya, wlantas wmereka wmembawanya wkepada wwanita 

wtersebut, wlalu wdia wberkata, w„ya, wdialah worangnya w(yang wtelah wmemperkosa 
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wku).‟ wMereka wterus wmembawa wlelaki wtadi wkepada wRasulullah ws.a.w. wKetika 

wBaginda wmemerintahkan wsupaya wlelaki witu wdirejam, wbangun wseorang wlelaki 

w(sebenar) wyang wtelah wmemperkosa wwanita witu wsambil wberkata, w„Wahai 

wRasulullah, wakulahorangnya w(yang wmemperkosa wwanita witu).‟ wLantas 

wRasulullah ws.a.w wkepada wwanita wtersebut, w„Pergilah, wsesungguhnya wAllah 

wtelah wmengampunkanmu.‟ wKemudian,Baginda ws.a.w wberkata wkepada wlelaki 

w(yang wdidakwa woleh wwanita witu wsebagai wpemerkosanya) wdengan wkata-kata 

wyang wbaik, wdan wbersabda wkepada wlelaki w(yang wmengaku) wmemperkosa witu, w:‟ 

wRejamlah wdia, w„sambil wbersabda,„Sesungguhnya wdia wtelah wbertaubat 

w(kepada wAllah) wdengan wtaubat wyang wjika wseluruh wMadinah wbertaubat 

wseperti witu, wnescaya wtaubat wtersebut wditerima w(Allah) wdaripada wmereka.”66
 

 

 Difahami wdaripada whadis wNabi ws.a.w wdi watas wbahwa whukuman wkeatas 

wpelaku wpemerkosaan wdidalam wsyariat wIslam wialah whukuman wrejam, wsama 

wdengan whukuman wkeatas wpenzina. wDidalam whadis wdiatas wmemberikan 

wpanduan whukuman wkepada wkita, wyang wmana wperempuan wyang wmenjadi 

wkorban wperkosaan witu wtidak wdikenakan whad wkeatasnya, whanya wpelaku 

wpemerkosaan witu wsahaja wyang wdikenakan whad wsama wseperti whukuman wyang 

wdikenakan wke watas wperlakuan wzina. wJika wpelakunya wmuhsan wmaka wdikenakan 

whukuman wrejam wsampai wmati wdan wjikalau wpelakunya wghairu wmuhsan 

wdicambuk wdengan wseratus wkali wcambuk wdan wdibuang wnegeri wsetahun. 

wHukuman wqisas wpula wakan wdikenakan wkepada wpelaku wtadi wsekiranya wyang 

wdituduh wtelah wmencederakan watau wmembunuh wkorban. wDalam whadis wdiatas 

wjuga wBaginda ws.a.w wtidak wmenjatuhkan whukuman wqazaf wkeatas wwanita wyang 

wtelah wmendakwa wdirinya wdiperkosa wtadi, wmeskipun wbeliau wtelah wmendakwa 

wseseorang wtelah wmemperkosanya wtanpa wmengemukakan wempat worang 

wsaksi.
67

 

 Dalam wpenerapan whukum watas wtindak wpidana wpemerkosaan, wdalam 

wtinjauan whukum wIslam wdan whukum wpositf wdapat wditentukan wtitik wperbedaan 
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wdan wpersaamaanya. wAdapun wpersamaanya wdalam wtinjauan wkeduanya wadalah 

wbahwa wtindak wpidana wpemerkosaan wdapat wdikatagorikan wsebagai wtindak 

wpidna wberat, wdalam whukum wIslam wpemerkosaan wdikatagotikan wdalam wzina. 

wDalam whal wini wzina wyang wdilakukan wterdapat wunsur wpaksaan. wDalam wfiqh, 

wpaksaan wdirumuskan wsebagai wajakan wuntuk wmelakukan wsuatu wperbuatan 

wyang wdisertai wdengan wancaman. 

 Para wulama wtelah wsepakat wbahwa wtidak wada whukuman whad wbagi 

wwanita wyang wdi wpaksa wuntuk wmelakukan wpersetubuhan wyang wdilarang w(zina), 

wsementara wpelaku wpemerkosaan wakan wdikenakan whukuman whudud wyaitu 

wrajam, wsebagai wmana wdi wjelaskan wpada wsurat wan-Nur wayat w2 wdan wriwayat 

wmuslim wAbu wDawud: 

 Melihat wsanksi wbagi wpelaku wpemerkosaan wdi watas, wsanksi whukum 

wyang wdijatuhkan wkepada wpelaku wdapat wmemberikan wmanfaat wkebaikan wdan 

wkeadilan wpada wkorban wkejahatan wdan wpelanggaran wMampu wpada wanggota 

wmasyarakat wlainnya. wKalau wkebaikan wdan wkeadilan wini wbisa wdi wtegakkan, 

wmaka wkehidupa wkemasyarakatan wterjamin wkedamaiannya. wManfaat wkhusus 

wyang wdirasakan wadalah wpihak wpelaku wmendapatkan wbalasan wadil watau 

wsetimpal wsesuai wdengan wkejahatan watau wpelanggaran wyang wdilakukan. 

 Dalam whukum wpositif, wpemerkosaan wanak wdibawah wumur wjuga wdi 

wkatagorikan wdengan wtindak wpidana wyang wserius, wkarena wberdampak wpada 

wpsikologis wdan wperkembangan wanak. wpemerintah wsangat wserius wdalam wmasah 

wini, wpada wpasal w290 wKUHP wayat w2 wdan w3 wpelaku wdi wancam wdenganpenjara 

wpidana wpaling wlama wtujuh wtahun, wnamun wdengan wberjalanya wwaktu wpesal 

wtersebut wdirasa wmasih wterlalu wringan wuntuk wditerapkan, wsehingga wpada wtahun 

w2000-an wdi wkeluarkan wUU wNo. w23 wtahun w2002 wdengan wacaman wkurungan 

wmaksimal w15 wtahun wpenjara wditambah wdengan whukuman wdenda wminimal 

w60.000.000 wdan wmaksimal w300.000.000 wjuta. wKemudian wpemerintah 

wmelakukan wperubahan wUU wperlindunan wAnak wNo. w35 wtahun w2014 wdengan 
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wmenambahkan wpidana wpenjara wpaling wsingkat w5 wtahun wdan wpaling wlama w15 

wtahun wkurungan wpenjara wdi wtambah wdengan wdenda wpaling wbanyak wRp 

w5.000.000.000,00 w(lima wmiliar wrupiah).
68

 

 Di wsamping wpersamaan wyang wada wdalam wtinjauan wkedua whukum 

wtersebut wdi watas wdapat wpula wdi wpahami wbahwa wantara wkeduanya wjuga 

wmemiliki wperbedaan,yang wdapat wdi wuraikan wsebagai wberikut:
69

 

Tabel w1: wPerbedaan wAntara wHukum wPositif wDan wHukum wIslam 

No Aspek w Hukum wpositif Hukum wIslam 

1 Korban Hukum wpositif 

wmengkatagorikan wkorban 

wpemerkosaan wmelalui 

wbatasan wusia, wyaitu wdewasa 

wata wAnak-anak w 

Tidak wmengenal wbatas 

wusia wantara wdewasa 

wdan wanak-anak, 

wkatagori whukum 

wdilihat wdari wpelaku 

wpemerkosaan wsaja w 

2 Sanksi Menerapkan whukuman 

wpenjara wyang wdiatur wdalam 

wpasal w290 wKUHP wyang 

wmenyatakan wpelaku 

wdiancam wdengan wpenjara 

wpaling wlama wtujuh wtahun 

wdan wsecara wkhusus wterdapat 

wdalam wUU wperlindungan 

wanak wNo.35 wtahun w2002 

wpada wpasal w81 wdan w82 

wdengan whukuman wminimal 

w3 wtahun wdan wmaksimal w15 

wtahun wdan wdenda wpaling 

wbanyak wtiga wratus wjuta, 

wkemudian wdirevisi wdengan 

wUU wNo.35 wtahun w2014 

wdengan wsanksi wpidana 

wminimal w5 wtahun wdan 

wmaksimal w15 wtahun wdan 

Menerapkan whukum 

wcambuk wdan wrajam 

wuntuk wmuhshan wdera 

w100 wkalidan wrajam 

wsedangkan wghair 

wmuhshhan wdera w100 

wkali wdan wpengasingan 

wselama wsatu wtahun. 

wHukum wmenerapkan 

wsnksi wuntuk wpidana 

wpemerkosaan wlebih 

wberat wdari whukum 

wpositif wterdapat 

whukuman wmati 

wnamun wdengan 

wberbagai wsyarat 

wtertentu, wsedangkan 

wdalam whukum wislam 

wjika wpelakunya 
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 Zainudin, “Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam 

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Hal. 134 
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 Ibid., Hal.145. 



51 

 

 

 

wdenda wpaling wbanyak w5 

wmiliar, w wkemudian wkeluar 

wPERPU wNo w1 wtahun w2016 

wdengan whukuman wlebih 

wberat wdengan wpidana 

wpenjara wmenjadi wpaling 

wsingkat w10 wtahundan 

wmaksimal w20 wjuga wbisa wdi 

wkenakan whukuman wmati 

wdengan wmelihat wkekerasan 

wyang wdilakukan woleh wpelaku 

w 

wmuhshan wmaka 

wlangsung wmendapat 

whukuman wmati. 

3 Delik Pemerkosaan wterhadap wanak 

wtermasuk wdelik wbiasa, wdelik 

wpersetubuhan wdengan wanak 

wmerupakan wdelik wbiasa, 

wbukan wdelik waduan, wdelik 

wbiasa wbisa wdiperoses wtanpa 

wadanya wpersetujuan wdari 

wyang wdirugikan w(korban) 

Pemerkosaan wdalam 

whukum wIslam 

wtermasuk wdelik 

waduan, wyaitu wdapat 

wdilakukan wjika wada 

wyang wmelihat wkurang 

wlebih wempat worang 

wyang wmenjadi wsaksi 

wdalam wpersidangan, 

wdan wpengakuan wdari 

wpelaku. wDelik wdapat 

wdiproses wjika wada 

wpersetujuan wdari 

wkorban 
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BAB wTIGA 

DISPARITAS wPUTUSAN wHAKIN wDALAM wPERKARA wTINDAK 

wPIDANA wPEMERKOSAAN wANAK 

 

 

A. PROFIL wMAHKAMAH wSYARIAH wSIMPANG wTIGA wREDELONG 

1. Sejarah wMahkah wSar’iyah wSimpang wTiga wRedelong 

 Kabupaten wBener wMeriah wmerupakan wKabupaten wtermuda wdalam 

wwilayah wProvinsi wAceh, wyang wmerupakan whasil wpemekaran wdari wKabupaten 

wAceh wTengah, wBerdasarkan wundang- wundang wNo. w41 wtahun w2003 wtanggal w18 

wDesember w2003 wtentang wPembentukan wKabupaten wBener wMeriah wdi 

wProvinsi wAceh. wDiresmikan woleh wMenteri wDalam wNegeri wtanggal w7 wJanuari 

w2004 wyang wmerupakan wpemekaran wdari wKabupaten wAceh wTengah. wKata 

wBener wkemungkinan wberasal wdari wkata wbandar w wyang wberarti wkota, wsedangkan 

wMeriah wberarti wramai/sejahtera w(gemah wripah), wsehingga wBener wMeriah 

wdapat wmemiliki warti wBandar w(kota) wyang wramai/sejahtera, wBener wjuga wdapat 

wberarti wBenar wsehingga wdapat wdiartikan wbenar-benar wramai/sejahtera, wMeriah 

wmenurut wKamus wBesar wBahasa wIndonesia wberasal wdari wkata wRiah wyang 

wberarti wramai wyang wbersifat wsuka wria, watau wupacara w(kebesaran, wkemuliaan, 

wkemegahan, wperayaan, wberwarna, wceria, wberagam, wdan wsebagainya). wBener 

wMeriah wjuga wsering wdikaitkan wdengan wnama wanak wRaja wLinge. wBener 

wMeriah wmemiliki wposisi wstrategis wberada wdi wtengah-tengah wProvinsi wAceh 

wdengan wIbukota wRedelong. wPosisi wgeografis wterletak wpada w4o33‟50”- 

w4o54‟50” wLintang wUtara wdan w96o40‟75”.70
 wSetelah wKabupaten wbener 

wmeriah wberdiri, wtidak wserta wmerta wberdirinya wPengadilan wAgama/Mahkamah 

wSyar‟iyah wDi wBener wMeriah, wselama wkurun wwaktu w8 wtahun wmasyarakat 
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 https://ms-simpangtigaredelong.go.id. Diakses pada tanggal 20 

mei 2024  

  

https://ms-simpangtigaredelong.go.id/
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wbener wmeriah wmencari wkeadilan wdan wbercara wdi wMahkamah wSyar‟iyah 

wTakengon. 

 Kemudian wpada wTahun w2011 wPresiden wmengeluarkan wperaturan 

wsebagai wdasar wberdirinya wPengadilan wAgama/Mahkamah wSyar‟iyah wdi 

wbeberapa wkabupetan/kota wdi wIndonesia, wtermasuk wpengadilan 

wagama/mahkamah wsyar‟iyah wdi wkabupaten wbener wmeriah. wKeputusan 

wPresiden wRepublik wIndonesia wNomor w3 wTahun w2011 wtanggal w24 wfebruari 

w2011 w(Lihat wKepres wNomor w3 wTahun w2011 wdisini) w wyang wditandatangani 

woleh wpresiden wSusilo wBambang wYudoyono. wKepres wtersebut wterbit 

wmeresmikan wdan wmelegalkan wberdirinya wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang 

wTiga wRedelong, wkemudian wpada wtahun w2012 wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang 

wTiga wRedelong wberoperasi wyang wberkantor wdi wJl. wTakengon-Bireuen, wKec. 

wWih wPesam, wKab. wBener wMeriah, wKetua wSatker wPertama wKali wyakni wDrs. 

wMohammad wYacoub.Secara wgaris wbesar wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang 

wTiga wRedelong wmempunyai wtugas wuntuk wmemberikan wpelayanan whukum 

wyang wprima wkepada wpara wpencari wkeadilan wdalam wwilayah wKabupaten wBener 

wMeriah. wSesuai wdengan wpasal w2 wUndang-Undang wNomor w7 wTahun w1989, 

wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wmerupakan wsalah wsatu 

wpelaksana wkekuasaan wkehakiman wbagi wpencari wkeadilan wyang wberagama 

wIslam wmengenai wperkara wtertentu wyang wdiatur wdalam wUndang-Undang wini. w 

 Dalam wUU wNo. w3 wTahun w2006 wtentang wperubahan watas wUU wNo. w7 

wTahun w1989 wditegaskan wbahwa wTugas wdan wwewenang wPengadilan wAgama 

wadalah wmemeriksa, wmemutus, wdan wmenyelesaikan wperkara wdi wtingkat 

wpertama wantara worang-orang wyang wberagama wIslam wdi wbidang wPerkawinan, 

wWaris, wInfaq, wWakaf, wWasiat, wShadaqah, wHibah, wEkonomi wSyariah. 

wLahirnya wUndang-Undang wNomor w50 wTahun w2009 wTentang wPerubahan 

wKedua watas wUndang-Undang wNomor w7 wTahun w1989 wTentang wPeradilan 

https://drive.google.com/file/d/19C7Sb39hd8OdrDG2W0uUpTrXfbCq-A4F/view?usp=sharing
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wAgama wtentunya wakan wmakin wmemperkuat weksintensi wkeberadaan wPeradilan 

wAgama, wsebagai wsalah wsatu wlembaga wpenegak whukum wdi 

wIndonesia.Mahkamah wSyar‟iyah wmerupakan wpengembangan wdari w w 

 Peradilan wAgama wyang wtelah wada wsebelumnya. wOleh wkarena witu 

wsudah wpasti wkekuasaan wdan wkewenangan wyang wdimiliki wMahkamah 

wSyar‟iyah wlebih wluas wdari wkekuasaan wdan wkewenangan wyang wdimiliki 

wPengadilan wAgama. wKewenangan wMahkamah wSyar‟iyah wdiatur wdalam w128 

wUU wNo. w11 wTahun w2006 wtentang wPemerintahan wAceh. 

2. Mahkamah wSyar’iah wSimpang wTiga wRedelong wSetruktur w 

wOrganisasi w 

 Adapun wstruktur worganisasi wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga 

wRedelong wadalah wsebagai wberikut w:
71

 

 

Gambar. w1.1 w.Setruktur worganisasi wMahkamah wSyar‟iah wSimpang wTiga 

wRedelong 

(Sumber: whttps://ms-simpangtigaredelong.go.id/struktur-organisasi/) 
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 https://ms-simpangtigaredelong.go.id/struktur-organisasi.Diakses 

pada tanggal 20 mei 2024  

https://ms-simpangtigaredelong.go.id/struktur-organisasi/
https://ms-simpangtigaredelong.go.id/struktur-organisasi.Diakses
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B. Putusan wPerkara wTindak wPidana wPemerkosaan wTerhadap wAnak w 

wYang wMengandung wDisparitas wDalam wPersidangan w 

1. Putusan wNomor w10/Jn/2021/Ms.Str 

Mahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong, wyang wmemeriksa 

wdan wmengadili wperkara wJinayat wPemerkosaan wterhadap wanak, wpada wtingkat 

wpertama wdengan wacara wpemeriksaan wbiasa, wtelah wmenjatuhkan wputusan 

wsebagai wberikut wdalam wperkara wTerdakwa: 

Nama wlengkap  : wTerdakwa; 

Tempat wLahir  : wxxxxxxxx; 

Umur/tanggal  : w31 wtahun w/xxxxxx,2002 

Jenis wKelamin w  : wLaki-laki; 

Kebangsaan  : wIndonesia; w 

Tempat wTinggal w : wKampung wxxxx, wkecamatan wxxxx, w 

    w w wKabupaten wBener w wMeriah w 

Agama   : wIsam; 

Pekerjaan  : wPetani w(xxxx); 

Pendidikan  : wSMA w(tamat); 

 Terdakwa wtelah wditahan wberdasarkan wSurat wperintah/Penetapan 

wPenahanan: 

1. Penyidik wPolisi wResor wBener wMeriah wNomor: wSP. 

wHan/78/IX/RES.1.24/2021 wsejaktanggal w30 wSeptember w2021 

wsampai wdengantanggal w19 wOktober w2021; 

2. Penuntut wUmum wKejaksaan wNegeri wBener wMeriah wNomor: 

wRINT- w500/L.1.30/Eku.2/10/2021, wsejak wtanggal w14 wOktober 

w2021 wsampai wdengan w28 wOktober w2021; 

3. Penahanan wHakim wMahkamah wSyar'iyah wSimpang wTiga 
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wRedelong, wNomor w50/Pen.JN/2021/MS. wStr, wsejaktanggal w28 

wOktober w2021 wsampai wdengan wtanggal w16 wNovember w2021; 

4. Ketua wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wNomor 

w53/Pen.JN/2021/MS. wStr, wsejak wtanggal w17 wNovember w2021 

wsampai wdengan wtanggal w26 wDesember w2021; 

Bahwa wTerdakwa wTerdakwa, wpada whari wdan wtanggal wyang 

wtidak wdapat wdiingat wlagi wsekitar wbulan wOktober w2020 wsampai wdengan 

wpada whari wSelasa wtanggal w07 wSeptember w2021 watau wsetidak-tidaknya 

wpada wsuatu wwaktu wlain wdari wbulan wOktober w2020 wsampai wdengan 

wbulan wSeptember w2021, wbertempat wdi wKilometer w41 wdi wKampung 

wxxxxx, wdi wKampung wTiga wLapan wDusun wxxxxx, wdi wKampung 

wxxxxx, wdi wKampung wxxxxx wKecamatan wPintu wRime wKabupaten 

wBener wMeriah wdan wKampung wxxxxx wDusun wxxxx wKecamatan 

wPegasing wKabupaten wAceh wTengah w(Pasal w84 wayat(2) wKUHAP), 

watau wsetidak-tidaknya wpada wsuatu wtempat wlain wyang wmasih wtermasuk 

wdalam wdaerah whukum wMahkamah wSyariah wSimpang wTiga wRedelong, 

w“yang wdengan wsengaja wmelakukan wJarimah wPemerkosaan 

wsebagaimana wdimaksud wdalam wPasal w48 wterhadap wAnak wyaitu wsaksi 

wkorban wanak wbinti wanak wyang wmasih wberusia w17 wTahun w(30 wOktober 

w2003) wBerdasarkan wKutipan wAkta wKelahiran wNomor wxxxx-LU-

020xxxx-00xx wyang wdikeluarkan woleh wDinas wKependudukan wDan 

wPencatatan wSipil wKabupaten wBener wMeriah wtanggal wxx wxxxx w2013, 

wdan wKartu wKeluarga wNomor w1117xxxxxx watas wnama wKepala 

wkeluarga wxxxxx wyang wdikeluarkan woleh wDinas wKependudukan wDan 

wPencatatan wSipil wKabupaten wBener wMeriah, wtanggal w21 wFebruari 

w2019” w wPerbuatan wtersebut w wdilakukan wTerdakwa wdengan wcara 

wsebagai wberikut 
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1) Berawal wpada wwaktu wdantempat wtersebut wdiatas,dengan wcara 

wterdakwa wmenarikan waksaksi wAnak wkorban wkekamar wyang 

wKetika witu wanak wsaksi wAnak wkorban wsudah wberusaha wmenahan 

wbadan wagar wtidak wmasuk wke wdalam wkamar wnamun wterdakwa 

wtetap wmenarik wanak wsaksi wAnak wkorban whingg waakhirnya wanak 

wsaksi wAnak wkorban wdan wterdakwa wmasuk wkedalam wkamar, 

wsesampainya wdidalam wkamar wterdakwa wmenurunkan wcelana wdan 

wcelana wdalam wanak wsaksi wAnak wkorban wsebatas wlutut wlalu 

wterdakwa wmembaringkan wtubuh wanak wsaksi wAnak wkorban 

wketempat wtidur wdan wterdakwa wmembuka wcelananya wsebatas wlutut 

wdan wtidak wlama wkemudian wterdakwa wlangsung wmenindih wbadan 

wanak wsaksi wAnak wkorban wdan wselanjutnya wmengangkangkan  

wkedua wkaki wanak wsaksi wAnak wkorban wdan w wkemudian 

wmemasukan wpenisnya wkedalamVagina wanak wsaksi wAnak wkorban 

wserta wmengoyang-goyangkan wpenisnya wdalam wVagina wanak 

wsaksiAnak wkorban w5 wmenit wsampai wterdakwa wmengeluarkan 

wspermanya,setelah witu wanak wsaksi wAnak wkorban wdanterdakwa 

wmemakai wcelana wdan wcelana wdalam wmasing-masing wkemudian 

wterdakwa wkeluar wdari wdalamkamar wdan wpergi wlagi wke wrumah 

walmarhum wkakek wanak wsaksi wAnak wkorban wuntuk wmenjemput 

wistri wdan worang wtua wanak wsaksi wAnak wkorban. 

2) Bahwa wakibat wdari wperbuatan wterdakwa,terdakwa wanak wsaksi 

wAnak wkorban wmengalami wmerasa wsangat wketakutan. 

3) Bahwa wBerdasarkan wHasil wPemeriksaan wVisum wEt wRepertum 

wyang wdikeluarkan wdari wuptd wRSUD wMuyang wKute wRedelong 

wKab. wBener wMeriah wdan wditandatangani woleh 

wDr.ARWINMUNAWARIKO wdenganhasil wsebagai wberikut w: 
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PEMERIKSAANFISIK: 

1. Kesadaran w: wSadar wPenuh wTanda wVital w: wDalam wBatas wNormal. w 

2. Kepala w: wTidak w wTerdapat wkelainan. w 

3. Mata w: wTidak wterdapat wkelainan. 

4. Leher w: wTidak wterdapat wkelainan. 

5. Dada w: wTidak wada wJejas w, wSuara wPernafasan wtidak wterdap wkelainan. 

6. Perut w: wTidak wada wJejas, wTidak wterdapat wnyeri wsetelah w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 

w w w w w w w w w w w w w w w wdilakukan wpenekanan, wpermukaan wdatar wdan wlembut. 

7. Lengan wdan wtungkai: wTidak wterdapat wkelainan w, wtidak wterdapat wJejas. 

8. Pemeriksaan walat wkelamin w: 

1) Alat wkelamin wbagian wluar w: wBentuk wnormal w, wrambut wkemaluan wtidak 

wberaturan w, wtidak wterdapat wjejas, wbibir wkemaluan wluar wtidak wterdapat 

wkelainan, wbibir wkemaluan wdalam wtidak wterdapat wkelainan. wJalan wlahir 

w: wPermukaan wLicin, wTidak wterdapat wkelainan. w 

2) Selaput wdara w: wtridak wterdapat wcelah watau wrobekan w(Utuh). 

3) Batas wantara wjalan wlahir wdan wdubur w: wTerdapat wLuka wLecet. w 

9. Pemeriksaan wdubur w: w w 

1) Bentuk wLiang wdubur wnormal, wtidak wterdapat wjelas. w 

2)  wPemeriksaan wcolok wdubur w: wOtot wlingkar wdubur wbagian wdalam wkuat, 

wselaut wlendir wlicin, wkantung wbagian watas wdubur wtidak wkempis wpada 

wsarung wtangan wsetelah wdicolok wdubur wtidak wterdapat wdarah. 
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PEMERIKSAANPENUNJANG: 

1. pemeriksaan wlaboraturium wuji wkehamilan w(plano wtest) wdengan whasil 

wnegative. 

2. pemeriksaan wpencitraan wdengan wgelombang wsuara w(USG) wkandungan 

wdengan whasil wdalam wbatas wNormal 

 Menimbang, wbahwa wsebelum wMajelis wHakim wmenjatuhkan whukuman 

wterhadap wTerdakwa, wmaka wsebelumnya wakan wdipertimbangkan whal-hal wyang 

wmemberatkan wdan whal-hal wyang wmeringankan wTerdakwa; 

 Hal-hal wyang wmemberatkan: 

1) Perbuatan wTerdakwa wtidak wmendukung wprogram wPemerintah wAceh 

wdalam wmenegakkan wSyari‟at wIslam wdi wProvinsi wAceh; 

2) Perbuatan wTerdakwa wsangat wmeresahkan wdan wmerusak wmoral 

wmasyarakat; 

3) Perbuatan wTerdakwa wtelah wmengakibatkan wmasadepan wkorban whancur; 

4) Terdakwa wmerupakan wtokoh wmasyarakat; 

  wHal-hal wyang wmeringankan: 

1) Terdakwabersikapsopandipersidangan; 

2) Terdakwa wmengakui wdan wmenyesali wperbuatannya; 

3) Terdakwa wbelum wpernah wdihukum; 

 Mengingat wketentuan wUndang-Undang wNomor w11 wTahun w2006, 

wQanun wAcehnomor w7 wtahun w2013 wtentang wHukum wAcara wJinayat wdan 

wQanun wAceh wNomor w6 

wtahun2014tentangHukumJinayatsertaperaturanperundang-undangan wlainnya 

wyang wberkaitan wdengan wperkara wini: 
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MENGADILI 

1. Menyatakan wTerdakwa w(Terdakwa) wtelah wterbukti wsecara wsah wdan 

wmenyakinkan wbersalah wmelakukan wJarimah wPemerkosaan wterhadap wanak 

wsebagaimana wdiatur wpasal w50 wQanun wAceh wNomor w6 wtahun w2014 

wtentang wHukum wJinayat; w 

2. Menjatuhkan wuqubat wpenjara wterhadap wTerdakwa w(Terdakwa) wselama 

w180 w(seratus wdelapan wpuluh) wbulan, wdengan wketetapan wbahwa wlamanya 

wTerdakwa wditahan wakan wdikurangkan wseluruhnya wdari wUqubat wyang 

wdijatuhkan; w 

3. Menetapkan wTerdakwa wtetap wberada wdalam wtahanan; 

4. Menyatakan wbarang wbukti wberupa: w 

1) 1 w(satu) wbuah wbaju wberwarna wmerah wlengan wPanjang wberwarna 

wabuabu; w 

2) 1 w(satu) whelai wjilbab wsyar‟i wberwarna wmerah; w 

3) 1 w(satu) wbuah wcelana wkulot wberwarna wpink wsalem; 

4) 1 w(satu) wbuah wBH whitam wmotif wbunga wberwarna worange; w- w1 

w(satu) wbuah wcelana wdalam wberwarna whitam; w(Dikembalikan 

wkepada wanak wkorban wAnak wkorban); 

5) 1(satu) wbuah wbaju wberwarna wcream wlengan wpendek wbertuliskan 

wBOMBB006IE; 

6) 1 w(satu) wbuah wcelana wPanjang wwarna wcoklat wmuda wtanpa wmerk; 

7) 1 w(satu) wbuah wcelana wdalam wberwarna whitam; w(Dikembalikan wkepada 

wterdakwa) w 

8) Menghukum wterdakwa wmembayar wbiaya wperkara wsejumlah 

wRp5.000,00 w(lima wribu wrupiah) 
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2.  wPutusan wNomor w5/Jn/2021/Ms.Str 

 Mahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong, wyang wmemeriksa 

wdan wmengadili wperkara wJinayat wPemerkosaan wterhadap wanak, wpada wtingkat 

wpertama wdengan wacara wpemeriksaan wbiasa, wtelah wmenjatuhkan wputusan 

wsebagai wberikut wdalam wperkara: 

Nama wlengkap  : wTerdakwa; 

Tempat wlahir   w: wPante wRaya wDalam w; 

Umur w/ wtanggal  w: w45 wtahun/25 wJanuari w1976; 

Jenis wkelamin  w  w: w wLaki w- wlaki w 

Kebangsaan w   w: wIndonesia w 

Tempat wtinggal  w: wKp. wSimpang wAntara, wKecamatan wWih wPesam, w 

    w w wKabupaten wBener wMeriah w 

Agama    w: wIslam w 

Pekerjaan   w: wPetani/Banta w 

Kp    w:Simpang wAntara w 

Pendidikan   w: wSMA w(tamat) w 

Penahanan w: 

1. Penyidik wPolres wBener wMeriah wnomor wSP.Han/07/II/RES.1.24/2021 

wtanggal w05 wFebruari w2021, wterhitung wsejak wtanggal w05 wFebruari w2021 

wsampai wdengan wtanggal w24 wFebruari w2021; w 

2. Perpanjangan wPenahanan woleh wPenuntut wUmum wKejaksaan wNegeri 

wBener wMeriah wNomor wB-170/L.1.30/Eku.1/02/2021 wtanggal w23 

wFebruari w2021, wterhitung wsejak wtanggal w25 wFebruari w2021 wsampai 

wdengan wtanggal w26 wMaret w2021; w 

3. Penuntut wUmum wKejaksaan wNegeri wBener wMeriah wNomor 

wPrint152/L.1.30/Eku.2/04/2021 wtanggal w22 wApril w2021, wterhitung 

wsejak wtanggal w22 wApril w2021 wsampai wdengan w06 wMei w2021; w 
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4. Perpanjangan wPenahanan woleh wKetua wMahkamah wSyariyah wSimpang 

wTiga wRedelong wNomor: w11/Pen.JN/2021/MS.Str wtanggal w04 wMei 

w2021, wterhitung wsejak wtanggal w07 wMei w2021 wsampai wdengan wtanggal 

w31 wMei w2021; w 

5. Hakim wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wNomor 

w15/Pen.JN/2021/MS.Str wtanggal w21 wMei w2021, wterhitung wsejak wtanggal 

wtanggal w24 wMei w2021 wsampai wdengan wtanggal w12 wJuni w2021; w 

6.  wKetua wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wNomor 

w17/Pen.JN/2021/MS.Str wtanggal w9 wJuni w2021, wterhitung wsejak wtanggal 

w13 wJuni w2021 wsampai wdengan w22 wJuli w2021; w 

7. Wakil wKetua wMahkamah wSyar‟iyah wAceh wNomor w 

w42/Pen.JN/2021/MS.Aceh wtanggal w22 wJuli w2021, wterhitung wsejak 

wtanggal w23 wJuli w2021 wsampai wdengan w21 wAgustus w2021; 

 Mahkamah wSyar‟iyah wtersebut; w 

1. Telah wmembaca wsurat-surat wdalam wperkara wini; w 

2. Telah wmendengar wketerangan wsaksi-saksi, wketerangan wTerdakwa; w 

3. Telah wmemeriksa wbarang wbukti wyang wdiajukan wdi wpersidangan; 

4. Telah wmendengar wdakwaan, wtuntutan wJaksa wPenuntut wUmum wdan wnota 

wpembelaan wTerdakwa; 

Mengingat wPasal w191 wQanun wAceh wNomor w7 wTahun w2013. w 

M wE wN wG wA wD wI wL wI 

1) Menyatakan wTerdakwa w(Terdakwa) wtelah wterbukti wsecara wsah wdan 

wmenyakinkan wbersalah wmelakukan wJarimah wPemerkosaan wterhadap 

wanak wsebagaimana wdiatur wpasal w50 wQanun wAceh wNomor w6 wtahun w2014 

wtentang wHukum wJinayat; w 

2) Menjatuhkan wuqubat wpenjara wterhadap wTerdakwa w(Terdakwa) wselama 

w150 w(seratus wlima wpuluh) wbulan, wdengan wketetapan wbahwa wlamanya 
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wTerdakwa wditahan wakan wdikurangkan wseluruhnya wdari wUqubat wyang 

wdijatuhkan; 

3) Menetapkan wTerdakwa wtetap wberada wdalam wtahanan; 

4) Menyatakan wbarang wbukti wberupa: 

1) 1 w(satu) whelai wbaju wlengan wpanjang wberbahan wkaos wwarna wpink 

wbertuliskan wLove wminnie, wmerk wlolli wdrella wno.18; w 

2) 1 w(satu) whelai wcelana wpanjang wberbahan wkaos wbermotif wmickey 

wmouse wwarna wputih wno. w18; w 

3) 1 w(satu) whelai wcelana wdalam wanak wwarna wputih wbermotif wbiru 

wbertuliskan wRuba wbug wbug; w 

Dirampas wuntuk wdimusnahkan: 

1) Menghukum wterdakwa wmembayar wbiaya wperkara wsejumlah wRp. 

w5.000,- w(lima wribu wrupiah); 

  wDemikian wdiputuskan wdalam wrapat wpermusyawaratan wMajelis wHakim 

wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wpada whari wSenin wtanggal w02 

wAgustus w2021 wMasehi wbertepatan wdengan wtanggal w23 wDzulhijah w1442 wH. 

woleh wkami wHasbullah wWahyudin, wS.H.I wsebagai wKetua wMajelis, wNor 

wSolichin, wS.H.I wdan wAlimal wYusro wSiregar, wS.H wmasing-masing wsebagai 

wHakim wAnggota, wputusan wtersebut wdiucapkan wdalam wsidang wterbuka wuntuk 

wumum wpada whari wKamis wtanggal w05 wAgustus w2021 wMasehi wbertepatan 

wdengan wtanggal w26 wDzulhijah w1442 wH woleh wKetua wMajelis wtersebut wdengan 

wdidampingi woleh whakim-hakim wanggota wtersebut, wdan wAkmal wHakim wBs, 

wS.H.I, wM.H, wsebagai wPanitera wPengganti, wdi whadapan wWidi wUtomo, wS.H 

wselaku wJaksa wPenuntut wUmum wdan wPenasehat wHukum/Terdakwa. 
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C. Pertimbangan wHakim wAtas wTerjadinya wDisparitas wPutusan wPidana 

wDalam wTindak wPidana wPemrtkosaan w 

1. Penyebap wTerjadinya wDisparitas wPutusan wHakim wTindak wPidana 

wPemerkosaan w 

 Penyebab wterjadinya wdisparitas wpidana wyakni wdi wmulai wdari 

whukumanya wsendiri. wDi wdalam whukim wpidana wpositif wIndonesia, whakim 

wmempunyai wkebebasan wyang wluas wdalam wmemilih wjenis wpidana w(strafsoort) 

wyang wdikehendaki, wsehubungan wdengan wsystem walternatif wdalam 

wpengancaman wpidana wdidalam wundang- wundang w, wDi wsamping witu, whakim 

wjuga wmempunyai wkebebasan wuntuk wmemilih wberatnya wpidana w(strafmaat) 

wyang wakan wdijatuhkan, wsebab wyang wditentukan wundang wundang whanyalah 

wmaksimum wdan wminimumnya. 

 Hakim wmempunyai wkebebasan wdalam wkekuasannya wuntuk wmemilih 

wberat wbdan wringannya wpidana wyang wakan wdijatuhkan wdemi wmenegakkan 

wkeadilan wdengan wsesuai wkaidah whukum, wdi wkarenakan wtelag wdi wtentukan 

wUndang-undang wDasar w1945 wPasalm w24 wyang wmenyatakan wkekuasaan 

wkehakiman wmerupakan wkekuasaan wyang wmerdeka wuntuk wmenyelenggatakan 

wperadilan wguna wmenegakan wkeadilan. wMengenai whal-hal watau w wkeadaan wyang 

wmemberatkan wterdakwa wdiatur wdalam wpasal w197 wayat w(1) whuruf w(f) wKUHP 

wyang wmenyatakan wbahwa wsurat wputusanpemidanaan wmemuat: 

 Pasal wperaturan wperundang-undangan wyang wmenjadi wdasar 

wpemidaan watau wtindakan wdan wpasal wperaturan wperundang-undangan wyang 

wmenjadi wdasar whukuman wdariputusan, wdisertai wkeadaan wyang wmemberatkan 

wdan wmeringankan wterdakwa.
72

 

 

 Selain wdiatur wdalam wpasal w197 wKUHP, whal wini wjuga wdiatur wdalam 

wpasal w8 wayat w(2) wUU wNo w8 wTahun w2009yang wmenyatakan wbahwa w“dalam 
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wpertimbangan wberat wringanya wpidana, whakim wwajib wmemperhatikan wpula 

wsifat wyang wbaik wdan wjahat wdari wterdakwa.
73

 

 Faktor-faktor wyang wdapat wmeringankan wantara wlain, wterdakwa wmasih 

wmuda,berlaku wsopan, wdan wmengakui wperbuatanya. wAdapun wfaktor-faktor 

wyang wmemberatkan wyaitu wmemberikan wketerangan wberbelit-belit, wtidak 

wmengakui wperbuatannya, wmeresahkan wmasyarakat, wmerugikan wNegara, wdan 

wsebagainya.
74

 

 Faktor wlain wpenyebab wterjadinya wdisparitas wpidana wdalam wtuntutan 

wJaksa wPenuntut wUmum. wPertama wPeraturan wperundang-undangan, wdalam wlex 

wgeneralis wpidana wmateriil wyaitu wKUHP wdan wQanun wAceh wtidak wmemberikan 

wpedoman wpenjatuhan wpidana wsedangkan wsistemnya wmengunakan wpendekatan 

wmaksimal wmaka wmemberikan wpeluang wdari wminimal wke wmaksimal, wyaitu 

wminimal wstau whari wdan wmaksimal w200 wbulan w wpenjara, wtidak wada wukuran 

wserta wfariasinya wterlalu wjauh wantara wsatu whari wsampai w200 wbulan wjadi wbisa 

wsaja wmenjatuhkan wtuntutan wdiantara witu, woleh wkarena witu wJaksa wPenuntut 

wUmum wbebas wmemilih wrentang wwaktu wtersebut. wKedua, wDasar wpertimbangan 

whakim wyang wmenyebabkan wterjadinya wdisparitas wperadilan wpidana wterhadap 

wtindak wpidana wpemerkosaan w wterhadap wanak wdi wMahkamah wSyar‟iyah 

wSimpang wTiga wRedelong w wadalah whakim wdalam wmempertimbangkan wmelihat 

wdulu wdari wsurat wdakwaan wapakah wtelah wlengkap, waturan whukum witu wsendiri, 

whal-hal wyang wmemberatkan wdan wmeringankan, wbesarnya wkerugian wyang 

wditimbulkan, wkeadaan wdiri whakim.
75
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 Berikut wini wmerupakan wpertimbangan whakim wyang wmemberatkan wdan 

wmeringankan wkepada wterdakwa wdalam wputusan wNomor w10 w/jn/2021/ms.str 

wdan wNomor w w5/jn/2021/ms.str w: 

Tabel w2. wPertimbangan wHakim 

Nama No wputusan Alasan 

Pemberat 

Alasan 

Peringanan 

Putusan 

Hakim 

Terdakwa w 5/JN/2021/

MS.STR 

- Perbuatan wterdakwa 

wmeresahkan 

wmasyarakat 

- Menghancurkan wmasa 

wdepan wkorban w 

- Perbuatan wpelaku wdi 

wlakukan wberulang wkali 

wsejak wkorban wberumur 

w10 wtahun wsampai 

wberumur w15 wtahun w 

- Adanya wunsur wpaksaan 

watau wancaman 

wterhadap wkorban w 

- Terdakwa wbelum 

wpernah wdi wHukum w 

- Terdakwa wbersikap 

wsopan wdalam 

wpersidangan 

- Pelaku wmenyesali 

wperbuatannya wdan 

wmengakui 

wperbuatanya w 

150 

wBulan 

wpenjara 

Terdakwa 

wxxxxxx 

10/Jn/2021/

MS.Str 

- Perbuatan wkorban 

wbertentangan wdengan 

wsyari‟at wIslam 

- Membuat wkorban 

wketakutan wdan 

wmerusak wmasadepan 

wkorban w 

- Terdakwa wbelum 

wpernah wdi wHukum w 

- Terdakwa wbersikap 

wsopan wdalam 

wpersidanga 

- Pelaku wmenyesali 

wperbuatannya wdan 

180 

wBulan 

wpenjara 
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- Mengakibatkan w 

wkorban wmengandung 

wanak wterdakwa wxxxxx 

- Karena wterdakwa 

wsebagai wsuami wdari 

wkakak wkorban 

- Karena wperbuatan 

wpelaku wdi wlakukan 

wsejak wkorban wberumur 

w12 wtahun whinga 

wkorban wberumur w17 

wtahun w w 

- Karena wterdakwa 

wmerupakan wtokoh 

wmasyarakat wyang 

wbersetatus waktif 

wsebagai wReje 

wkampung watau wkepala 

wDesa w 

wmengakui 

wperbuatanya 

 

Dari wdua wputusan wtersebut, wmaka wpenyebab wadanya wdisparitas 

wpemidanaan wpada wperkara wtindak wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak 

wadalah wkarena wpertama, wsecara wumum wdilihat wdari waspek wyuridis wQanun 

wAceh wNomor w6 wTahun w2014 wsecara wumum wmengandung wsistem wperumusan 

windefinite, wartinya wtidak wditentukan wsecara wpasti. wDalam wpasal w50 wdikatakan 

w” wSetiap wOrang wyang wdengan wsengaja wmelakukan wJarimah wPemerkosaan 

wsebagaimana wdimaksud wdalam wPasal w48 wterhadap wanak-diancam wdengan 
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w„Uqubat wTa‟zir wcambuk wpaling wsedikit w150 w(seratus wlima wpuluh) wkali, wpaling 

wbanyak w200 w(dua wratus) wkali watau wdenda wpaling wsedikit w1.500 w(seribu wlima 

wratus) wgram wemas wmurni, wpaling wbanyak w2.000 w(dua wribu) wgram wemas wmurni 

watau wpenjara wpaling wsingkat w150 w(seratus wlima wpuluh) wbulan, wpaling wlama 

w200 w(dua wratus) wbulan”. wDari wsini wpembuat wundang-undang wmemberikan 

wkebebasan wkepada whakim wuntuk wmemilih wrentang wwaktu wantara wminimal 

wsatu whari wsampai wdengan wmaksimal wempat wtahun wpenjara. wKedua, wmelihat 

wdari wmasing-masing wkasus. wKetiga, wcara wdan wmotif wyang wdilakukan wjuga 

wberbeda-beda. wKeempat, w wakibat wyang wditimbulkan wjuga wberbeda-beda wpula. 

Menurut wMhd wSyukri wAdly wsebagai whakim w wdan wwakil wketua 

wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong w wmenjelaskan wterjadinya 

wperbedaan wputusan wantara wperkara wyang wsama wpada wputusan 

wNo.10/jn/2021/ms.str wdan wPutusan wNo. w5/jn/2021/ms.str wdiakibatkan wkarena 

wkarakteristik wsetiap wperkara wyang wberbeda-beda. wDalam wmemberikan 

wputusan whakim wmelihat wsecara wkasuistik, wsehingga wpenyebab wterjadinya 

wdisparitas wpidana witu wbervariasi, wtermasuk wdiantaranya wkeadaan wdiri 

wterdakwa w(psikis), wmotivasi wmelakukan wkejahatan wpemerkosaan wterhadap 

wanak, wdan whal-hal wyang wmenjadi w wpeluang wterdakwa wmelakukan wpenadahan 

wtersebut. wMisalnya wadanya wprofokasi wdari wkorban wdan wpenggunaan wsenjata 

wtajam wpada wkegiatan wsehari-hari.
76

 

Kemudian wfaktor wpenyebab wadanya wdisparitas wpidana wadalah 

wbersumber wpada wdiri whakim, wbaik wyang wbersifat winternal wmaupun weksternal. 

wMenurut wHood wdan wSparks wyang wjuga wdisadur woleh wMuladi wdan wBarda 

wNawawi, wsifat winternal wdan weksternal wpada wdiri whakim wkadang-kadang wsulit 

wdipisahkan, wkarena wsudah wterpadu wsebagai watribut wseseorang wyang wdisebut 
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wsebagai w“human wequation” watau w“personality wof wthe wjudge” wdalam warti wluas 

wyang wmenyangkut wpengaruh-pengaruh wlatar wbelakang wsosial, wpendidikan, 

wagama, wpengalaman, wperangai wdan wperilaku wsosial.
77

 

Menurut wMhd wSyukri wAdly wsebagai whakim wdan wwakil wketua 

wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wmenjelaskan wbahwa 

wterdapat wfaktor-faktor wyang wmempengaruhi whakim wdalam wmengambil 

wkeputusan. wFaktor wtersebut wadalah wfaktor wsubjektif wberupa wsikap wperilaku 

wemosional whakim wyaitu wsikap wyang wpenuh wpengertian, wsabar, wataukah 

warogan. wHal wini wsangat wberpengaruh wpada whasil wkeputusannya. wSelain witu 

whakim wjuga wharus wmenguasai wilmu wpengetahuan wserta wditopang wdengan 

wmoral wda.n wakhlak wyang wbaik. wAdapun wfaktor wobjektifnya.
78

 

2. Akibat wTerjadinya wDisparitas wPutusan wHakim wTerhadap wTindak 

wPidana wPemerkosaan wTerhadap wAnak w 

 Dampak wdari wdisparitas wputusan whakim witu wada wbeberapa 

wkemungkinan. wTentunya wbagi wmasyarakat, wdisparitas wpidana wdalam warti 

wyang wtidak wmemberi wdasar, wpertama, wbisa wmenimbulkan wketidakpercayaan 

wterhadap wlembaga wpengadilan. wKedua wterjadi wrasa wketidakpuasan wkarena 

wdiperlakukantidak wsama wdengan wpelaku wyang wlainnya. wKetiga, wkemudian 

wmemunculkan wrasa wketidakadilan. wKeempat, wmenimbulkan wkebencian 

wkepada wsistem, wkhususnya wkepada wlembaga wpengadilan. wKelima, wdapat 

wmenimbulkan wketidakpercayaan wterhadap waparat wpenegak whukum wdalam 

wCriminal wJustice wSystem.
79
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 Sebagaimana wyang wdikemukakan woleh wMuladi wdan wBarda wNawawi 

wArief wbahwa wterpidana wakan wmembandingkan wdengan wterpidana wyang 

wlainnya, wyang wkemudian wsetelahmembandingkannya wmerasa wmenjadi 

wkorban w(victim) w“the wjudicial wcaprice”, wakanmenjadi wterpidana wyang wtidak 

wmenghargai whukum, wpadahal wpenghargaan wterhadap whukum wtersebut 

wmerupakan wsalah wsatu wtarget wdi wdalam wtujuan wpemidanaan. wSesuatu wyang 

wtidak wdiharapkan wakan wterjadi wbilamana wdisparitas wpidana wtersebut wtidak 

wdapat wdiatasi, wyakni wtimbulnya wdemoralisasi wdan wsikap wanti-rehabilitasi wdi 

wkalangan wterpidana wyang wdijatuhi wpidana wyang wlebih wberat wdari wpada wyang 

wlain wdi wdalam wkasus wyang wsebanding.
80

 

 Disparitas wputusan whakim wakan wberakibat wfatal wapabila wdihubungkan 

wdengankepercayaan wmasyarakat. wSebab, whal wini wbila wtidak wdiatasi wdan 

wdiminimalisir, wdapat wberdampak wluas, wyaitu wmuncul wketidakpercayaan 

wterhadap wlembaga wperdilan, wkemudian wketidakpuasan wmasyarakat wkarena 

wketidakadilan whakim wdalam wmenjatuhkan wputusan wpidana. wTerutama wpada 

wdiri wterpidana, wyang wmerasa wdiperlakukan wtidak wadil wdengan wterpidana 

wlainnya. 

 Tercapainya wtujuan wpemidanaan wtidak whanya wdidasarkan wpada whasil 

wputusan wsaja, wnamun wjuga wkeberhasilan wproses wpembinaan wdi wLembaga 

wPermasyarakatan wdan wterhadap wdiri wterdakwa wsendiri. wSelain witu, wputusan 

whakim wjuga wdiawasi woleh wlembaga wwasmat w(pengawas wpengamat) wyang 

wdiatur wdalam wKUHAP. wHakim wwasmat wini wberfungsi wmengawasi wseberapa 

wjauh wkeputusan wpengadilan wdilaksanakan wdi wLP. wMisalnya wapakah 

wpembinaan wdi wLP witu wdilakukan wdengan wbaik, wapakah wputusan wpengadilan 
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wdijalankan wdengan wsesungguhnya wdi wLP. wKarena whakim wmemutuskan 

wpidana witu wdengan wharapan wterpidana wakan wmenjadi wbaik.
81

 

 Ada wbeberapa wpertimbangan whakim wdalam whal wmemberatkan wdan 

wmeringankan whukuman wdalam wperkara wpemerkosaan wterhadap wanak: 

 Hal wyang wmemberatkan w wdalam wputusan whakim wnomor 

w10/jn/2021/ms.str wdimana wpelaku wmelakukan wperbuatanya wberulangkali 

wkepada wanak wkorban wsemenjak wanak wkorban wmasih wberumur w12 wtahun 

whingga wanak wkorban wberumur w17 wtahun w, wadanya wunsur wacaman wdari wpelaku 

wterhadap wkakak wkandung wkorban wdi wmana wkakak wkorban wadalah wistri wsah 

wpelaku wpelaku wmengancam wakan wmenyakiti wkakak wkorban wapa wbila wanak 

wkorban wmelapor wkepada worang wtuannya, wdan wmengakibatkan wanak wkorban 

whiga whamil. wSedangkan wputusan wnomor w5/jn/2021/ms.str wdalam wputusan wini 

whal wyang wmemberatkan wpelaku watau wterdakwa wdimana wpelaku wsudah 

wmelakukan wperbuatannya wkepada wanak wkorban wsejak wanak wkorban wberumur 

w10 wtahun whingga wanak wkorban wberumur w15 wtahun wdan wadanya wunsur 

wkekerasan, wpaksaan. w 

  wAdapun wunsur wyang wmeringankan wterdakwa wdalam wkedua wkasus wini 

wbahwa wpelaku wmengakui wperbuatannya, wpelaku wbelum wpernah wdihukum, 

wterdakwa wbersikap wsopan wdalam wpersidangan wdan wpelaku wmenyesali 

wperbuatannya. 

Disparitas wpidana wdari waspek wkeadilan wmenuntut wadanya 

wpertimbangan wkepentingan wmasyarakat, wkepentingan wNegara, wkepentingan 

wsi wpelaku wtindak wpidana wdan wkepentingan wkorban wtindak wpidana. 

wPertimbangan wkepentingan wdalam whal wini wberkaitan wdengan 

wkadarpenerimaan wmasyarakat wsecara wumum watas wkeputusan whakim wyang 

wdijatuhkan wterhadap wterdakwa. w 
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Sekalipun wdipahami wbahwa wpemenuhan wrasa wkeadilan wyang wberbeda-

beda wamat wsulit wdicapai, wtetapi wputusan whakim wminimal wbisa wmemenuhi wrasa 

wkeadilan wumum watauditerima wsebagai wsuatu wyang wpatut watau wlayak 

wdijatuhkan wterhadap wterdakwa wsesuai wdengan wkualitas wperbuatan wdan wakibat 

wyang wditimbulkannyaSampai wkapanpun, wdisparitas wputusan whakim wakan 

wterus wterjadi wbila wkeputusan wpidana wtersebut wdianggap wtidak wtepat wdan 

wmenimbulkan wreaksi wyang wkontroversial, watau wpaling wtidak wbisa 

wdiminimalisir wsebab wnantinya wmempunyai wkonsekuensi wyang wluas wyaitu 

wmenyangkut wlangsung wkepadapelaku wtindak wpidana wmaupun wmasyarakat 

wumum. wDitinjau wdari wsistem wpenyelenggaraan whukum wpidana w(criminal 

wjustice wsystem), wmaka wadanya wdisparitas wpidana wmerupakan windikator wdari 

wpada wkegagalan wsuatu wsistem wuntuk wmencapai wpersamaan wkeadilan wdi wdalam 

wnegara whukum wdan wsekaligus wakan wmelemahkan wkepercayaan wmasyarakat 

wterhadap wsistem wpenyelenggaraan whukum wpidana.
82

 

D. Pandangan wHukum wIslam wTerhadap wDisparitas wPutusan wHakim 

wDalam wPerkara wPemarkosaan wTerhadap wAnak wPutusan wNo 

w5/Jn/2021/MS.STR wDan wPutusan wNo w10/Jn/2021/MS.STR 

 Melihat wpertimbangan-pertimbangan wputusan whakim wdiatas wdalam 

wpenjatuhan wsanksi wpidana watau wpenjatuhan wuqubat wterhadap wpelaku wpidana 

wpada wkasus wpemerkosaan wterhadap wanak. wDalam wdua wputusan wmahkamah 

wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong wdiatas wterdapat wpenjatuhan wuqubat wyang 

wberbeda. wPerbedaan wpertama wpada wputusan wNo w5/Jn/2021/ms.str whakim 

wmenjatuhkan whukuman wpenjara wselama w150 wbulan, wsedangakan wputusan wNo 

w10/Jn/2021/ms.str whakim wmenjatuhkan whukuman wpenjara wselama w190 wbulan. 
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wSehingga wpada wkedua wputusan wyang wberbeda wdalam wperkara wyang wsama 

wyang wdisebut wdisparitas wputusan whakim. 

 Oleh wkarena witu wberkenaan wpasal wyang wdituntut woleh wjaksa wpenuntut 

wUmum wyaitu wpasal w50 wQanun wAceh wNomor w6 wTahun w2014 wtentang wHukum 

wJinayat wmenetapkan wuqubat wcambuk, watau wdiganti wdengan whukuman 

wkurungan wmaka wdalam wpasal w50 wqanun waceh wnomor w6 wtahun w2014 waturaan 

wtentang wpenjatuhan wuqubatnya wbersifat walternatif wmenyebutkan wbahwa 

wadanya wuqbat wcambuk watau wdenda watau wpenjara. wMaka wdalam wperkara wini 

wmajelis whakim wboleh wmenentukan wjenis whukuman wyang wlebih wefektif wyaitu 

wtertuang wdalam waturan wpasal w178 wayat w(7) wQanun wAceh wNomor w7 wTahun 

w2013 wtentang whukum wacara wjinayat, wyang wberbunyi: 

 “Majelis whakim wboleh wmenjatukan wjenis whukuman wyang wberbeda wdari 

wyang wdiminta woleh wpenuntut wumum wjika wuqubat wjarimah wtersebut wbersifat 

walternatif”.83
 

 

 Perinsip wtentang wuqubat wdalam wqanun wyang wditetapkan wsecara 

walternatif wdimaksudkan wuntuk wmemberikan wkeleluasaan wkepada whakim 

wuntuk wberijtihat wguna wuntuk wlebih wmendekatkan wdan wmemenuhi wrasa 

wkeadilan wdi wmasyarakat wdan wsebaiknya wapabila wapa wbila wtuntutan wjaksa 

wmenuntut wuqubat wcambuk watau wpenjara wmaka whakim wbisa wmemilih wuqubat 

wyang wlain wdalam wpasal wtersebut wdikarenakan wdalam wpasal wtersebut 

wuqubatnya wbersifat walternatif. 

 Menurut wpenulis wdalam wpertimbangan wMahkamah wSyar‟iyah 

wSimpang wTiga wRedelong wsangatlah wtepat wdikarenakan wpenjatuhan wpenjara 

wterhadap wterdakwa wbisa wmemberikan wefek wjera wdimana wterdakwa wdan wanak 

wkorban wtidak wakan wbertemu wsatu wsama wlain wdengan wwaktu wyang wsangat 

wlama. wDan wproses wpemulihan wterhadap wpsikologis wterhadap wanak wkorban 
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wbisa wberlangsung wdengan wbaik wdan wpenjatuhan w„uqubat wterhadap wterdakwa 

wjuga wtelah wmemenuhi wdari wsegi waspek wretributif wdan wjuga waspek wpreventif 

wdikarenakan wadanya wkeadilan wyang wberhubungan wdengan wkesalahan wyang 

wterdakwa wlakukan wdan wjuga wsebagai wpencegahan wbagi wcalon wpelaku wtindak 

wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak. 

 Dalam whukum wIslam wyang wberkenaan wdalam wkasus wdisparitas 

wputusan wHakim wyang wpenulis wkaji wini, wtermasuk wdalam wkaidah wAl-Qawaid 

wAl-Fiqhiyah wyang wmana wkaidah wini wdibuat wuntuk wmempermudah wdalam 

wmemahami wmasalahmasalah wdalam wkasus-kasus wyang wsama wuntuk 

wmenentukan wbagaimana whukum wtersebut wditetapkan wdalam wsuatu wperkara. 

wYang wmana wdi wdalam wkaidah wini wtermuat wtentang wperbuatan wmukhalaf wyang 

wtelah wada waturan whukumnya, wapabila wdianggap wsudah wsesuai wdengan wAl-

qur‟an wdan whadis wmaka wpara wulama wmemakai wkaidahtersebut wdalam 

wmenjawab wberbagai wpermasalahan whukum wyang wberkembang wdalam 

wkehidupan wmasyarakat.
84

 

 Di wdalam whukum wIslam wdibolehkan wadanya w2 w(dua) whukuman wyang 

wberbeda wdalam wkasus wyang wsama wseperti wdalam wkaidah wfikih wyang 

wberkenaan wdalam wkasus wini wyaitu wkaidah wal-ijtihadu wla wyunqadhu wbi wal-

ijtihadi: 

قضw  w   ج        w    ج    

Artinya: w“Ijtihad wtidak wdibatalkan woleh wijtihad wlainnya”85
 

 Di wdalam wkaidah wini wberhubungan wdengan wkeputusan-keputusan 

whakim wyang wdidasari woleh wijtihadnya wapabila wseseorang witu wmerupakan 
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wmujtahid watau wseorang wmuqallid watas wdasar wijtihad worang wlain. wPada wkaidah 

wini wdidasari woleh wijma‟, wcontohnya wpada wmasa wkhalifah, wAbu wBakar wdalam 

wmemutuskan wsejumlah wperkara whukum, wdan wkemudian wUmar wberijtihad wdi 

wdalam wmasalah wyang wsama wberbeda wdengan whasil wijtihad wAbu wBakar, wnamun 

wia wtidak wmenggugurkan wkeputusan wAbu wBakar. wHal wtersebut wdisetujui woleh 

wpara wsahabat wlainnya. wDikarenakan wkedudukan wijtihad wyang wkedua wtidak 

wlebih wkuat wdari wijtihad wpertama, wmaka whasil wkedudukan wijtihad wyang 

wpertama watas wdasar whasil wijtihad wyang wkedua wyang wbertentangan wdengannya 

wdikarenakan wketidakmapanan whukum wdan wketidaklarasan wantara wmereka. 

wMaka wkondisi wini wakan wmengakibatkan wkesulitan wbagi wmanusia wdalam 

wmemahami wperbedaan wkeputusan wyang wada wketetapan whukumnya wdalam 

wkasus wyang wsama.
86

 

 Menurut wIbnu wal-Qayyim wyang wmenyusun wkaidah wini wyaitu: 

“Taghayyur wal-fatwa wbi wtaghayyuri wal-azman wwa wal-amkinah wwa wal-ahwal 

wwa wal-niyyat wwa wal- w„awaid”. 

Artinnya: w“Perubahan wfatwa wdisebabkan wperubahan wzaman, wtempat, wkondisi 

wsosial, wmotivasi wdan wkebiasaan w(tradisi)”. 

 Maka wdari witu wadanya wperubahan whasil wdari wijtihad wyang wterdahulu 

wdan wyang wsekarang wberbeda wbukan wberarti wpembatalan wterhadap wijtihad 

wterdahulu, wakan wtetapi wijtihad wyang wberbeda wdikarenakan wpenyesuaian 

wterhadap wkeadaan wpada wsaat wini. wMenurut wWahbah wal-Zuhaili, wpembatalan 

wberbeda wdengan wperubahan. wPerubahan wmerupakan wpersoalan wmenetapkan 

whukum wbaru wyang wberbeda wdari wijtihad wsebelumnya. wSedangkan wpembatalan 

wijtihad wterkait wdengan waspek wkehidupan wdan wfatwa wyang wdapat wmembawa 

wkepada wperselisihan wdan wkekacauan wdi wantara wmanusia. wMaka wdari witu 

wperbedaan whukuman wyang wdiberikan woleh whakim wmelihat wdari wkaidah wini 
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wdibolehkan wperbedaan whukuman wdan wtidak wmembatalkan whukuman wyang 

wdiputuskan woleh whakim.
87

 

 Maka wdari witu wdalam wkaidah wal-ijtihadu wla wyunqadhu wbi wal-ijtihadi 

wyang wberarti wIjtihad wtidak wdibatalkan woleh wijtihad wlainnya wdan wpenjelasan 

wterhadap wkaidah wdi watas wmaka wdari witu wterhadap wdua wputusan wMahkamah 

wSyar‟iyah w wSimpang wTiga wRedelong wyang wpenulis wkaji wdalam wkasus wyang 

wsama wyaitu wtentang wpemerkosaan w wterhadap wanak wdibawah wumur wyang wmana 

wterdapat wdua wputusan whakim wdengan wpenjatuhan w„uqubat wyang wberbeda 

wyaitu whakim wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong w wpada wputusan 

wNo w5/Jn/2021/Ms.str wmemutuskan wuqubat wkurungan wselama150 w wterhadap 

wterdakwa wditahun w2021sedangkan wputusan whakim w wNo w10/Jn/2021/Ms.str 

wmemutuskan wuqubat wkurungan wselam w180 wbulan. wAkan wtetapi wdalam 

wkeputusan whakim wmenurut wqanun wjinayat wyaitu whukumannya walternatif wbisa 

wcambuk, wpenjara watau wdenda, wnamun whakim wboleh wmemilih wmana wyang 

wlebih wmaslahat wdan wbisa wmembawa wefek wjera wbagi wpelaku wsehingga wpelaku 

wtidak wmenggulangi wperbuatan wyang wsama. 
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BAB wIV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan wpenelitian wdan wpembahasan wmengenai wpertimbangan 

whukum whakim wterhadap wtindak wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak wmaka 

wdalam wbab wini, wdapat wdisimpulkan wbeberapa wkesimpulan wsebagai wberikut: 

1. Penyebab wterjadinya wdisparitas wpidana wdalam wputusan wNo 

w5/jn/2021/ms. wstr wdan wputusan wNo w10/jn/2021/ms.str wyakni wsebagai 

wberikut: wpertama wundang-undang whanya wmengatur wbatas wterendah 

wdan wtertinggi wdalam wpenjatuhan whukuman. wKedua wtuntutan wjaksa 

wpenuntut wumum wketiga wpenjatuhan whukuman wdari wpertimbangan 

whakim. wKeempat wdisparitas whukuman wbersumber wdari wperbuatan 

wterdakwa watau wpelaku wsendiri. wPertimbangan whakim wdalam 

wmemutuskan wperkara wtindak wpidana wpemerkosaan wterhadap wanak 

wterdapat walasan wpemberat wdan wperingan wdi wantara wpelaku wdalam 

wperkara wyang wsama. wAntara wlain: wPertimbangan whakim wdalam 

wputusan wNo w5/jn/2021/ms.str, wAlasan wmemberatkan wPelaku 

wmelakukan wperbuatanya wpada wanak wkorban wsejak wanak wkorban 

wberumur w10 wtahun whingga wanak wkorban wberumur w15 wtahun, wdan wjuga 

wada wunsur wpaksaan wdan wrayuan, wadapun whal wyang wmeringankan 

wpelaku, wpelaku watau wterdakwa wmengakui wterus wterang wperbuatannya. 

wSedangakan wPutusan wNomor w10/jn/2021/ms.str whal wyang wmenjadi 

wmemberatkan wpelaku wialah wpelaku watau wterdakwa wmelakukan 

wperbuatanya wsejak wanak wkorban wberumur w12 wtahun whingga wanak 

wkorban wberumur w17 wtahun, wpelaku wjuga wsebagai worang wterpandang wdi 

wkampung, wdan wadanya wunsur wkekerasan wdan wancaman wterhadap wanak 

wkorban, wpelaku wmengancam wapa wbila wanak wkorban wmengadu 
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wperbuatannya wmaka wkakak wanak wkorban wakan wdi wsakiti woleh wpelaku, 

wmembuat wanak wkorban whingga whamil, wdan whal wyang wmeringankan 

wperbuatan wpelaku,pelaku wbelum wpernah wdi whukum,berlaku wsopan 

wdalam wpersidangan, wdan wmengakui wperbuatannya w 

2.  wDalam wkaidah wal-ijtihadu wla wyunqodhu wbi wal-ijtihadi wyang wberarti 

wIjtihad wtidak wdibatalkan woleh wijtihad wlainnya wdan wpenjelasan 

wterhadap wkaidah wdi watas wmaka wdari witu wterhadap wdua wputusan 

wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong w wyang wpenulis wkaji 

wdalam wkasus wyang wsama wyaitu wtentang wpemerkosaan wanak wdibawah 

wumur wyang wmana wterdapat wdua wputusan whakim wyang wberbeda wyang 

wmana whakim wMahkamah wSyar‟iyah wSimpang wTiga wRedelong w 

wmemutuskan wuqubat wkurungaan w wterhadap w2 w(dua) wputusan wyang 

wmana w wputusan wNo w5/Jn/2021/MS.Str whakim wmenjatuhkan w150 wbulan 

wpenjara watau wkurungan wsedangkan wputusan wNo w10/Jn/2021/Ms.str 

whakim wmemutuskan wterdakwa wdengan whukuman wkurungan wselama 

w180 wbulan wpenjara. wMenurut wkaidah wini wdi wbolehkan wadanya 

wperbedaan whukuman wdisebabkan wkarena wperubahan wwaktu, wletak 

wtempat, wkondisi wsosial, wmotivasi wdan wkebiasaan w(tradisi). w w 

B. Saran 

1. Diharapkan wkepada whakim wdalam wpemutuskan wperkara wpidana 

wpemerkosaan wterhadap wanak wlebih wmemberatkan wpemidanaan wsupaya 

wlebih wmenimbulkan wperasaan wjera wbagi wpelaku wserta wmenurunkan 

watau wmengurangi wangka wkejahatan wtindak wpidana wpemerkosaan 

wterhadap wanak. 

2. Jaksa wyang wmerupakan wsalah wsatu wpelaksana whukum wpidana wterkait 

whal wtersebut wuntuk wberupaya wmeminimalisir wtuntutan wyang wdapat 

wmenyebabkan wdisparitas. w 
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3. Serta wpemerintah wbisa wmemberikan wedukasi wsejak wdini wkepada wanak-

anak wtentang wseksual wdi wSekolah-sekolah, wDesa,dan wtempat wtempat 

wumum wlainnya. 
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Pasal 8 ayat 2. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana” 1981. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman.   

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 

Qanun Aceh Nomor  7 tahun 2013. 

Qanun Aceh Nomor  6 tahun 2014 tentang  Hukum Jinayat , Pasal  
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Lampiran w1: wRiwayat 

 

Nama w    : wIqbal wBagus wSara 

Tempat/Tanggal wLahir : wBujang. w23 wAgustus w2000 

Jenis wKelamin w  : wLaki-laki 

Pekerjaan   : wMahasiswa 

Agama    w : wIslam 

Kebangsaan   : wIndonesia 

Status    : wBelum wKawin 

Alamat    : wBujang, wKec wBukit, wKab wBener wMeriah 

Orang wTua 

Nama wAyah   : wIndra wWin wSosa 

Nama wIbu w   : wSaodah 

Pekerjaan wAyah  : wPetani 

Pekerjaan wIbu w   : wPetani 

Alamat    : wBujang, wKec wBukit, wKab wBener wMeriah 

Riwayat wPendidikan 

SD/MI w   : wSD wN wBale wRedelong 

SMP/MTS   : wSMP wN w2 wBukit 

SMA/MA   : wSMA wN w1 wBukit w 

 w wDemikian wriwayat whidup wini wsaya wbuat wdengan wsebenarnya wagar wdapat wdi 

wpergunakan w wsebagaimana wmestinya. 

       w wBanda wAceh, w12 wJuni w2024 

 

       w wIqbal wBagus wSwara 
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Lampiran w2 w: wSurat wIjin wpenelitian 
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Lampiran w3 w: wPertanyaan wwawancara 

 

1. Bagaimana wpendapat wbapak wmengenai wdisparitas wputusan wpidana 

wpemerkosaam wterhadap wanak wdi wbawah wumur w? 

2. Bagaimana wobjektivitas whakim wdalam wputusan wterhadap wtindak 

wpidana wPemerkosaan wterhadap wanak wdi wbawah wumur w? 

3. Bagaimana wpandangan wbapak wterhadap wkasus wtindak wpidana 

wpemerkosaan wterhadap wanak wdi wbawah wumur w? 

4. Faktor-faktor wapa wsaja wyang wdihadapi whakim wdalam wdisparitas 

wputusan wterhadap wtindak wpidana wpemerkosaan w? 

5. Apakah wdalam wmemberikan wputusan wpidana wtersebut, whakim wselalu 

wmelihat/mempertimbangkan wputusan whakim wyang wterdahulu w? 

6. Bagaimana wcara whakim wuntuk wmengatasi/memperkecil wterjadinya 

wdisparitas wputusan wpidana w? 

7. Berapa wperkara wsetiap wtahunnya wkasus wtindak wpidana wpemerkosaan 

wterhadap wanak wyang wmasuk wke wmahkamah wsyariah w? 

8. apa wsolusi wdari wdari wbapak wagar wkasus wpemerkosaan wterhadap wanak 

wbisa wberkurang w? 
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Lampiran w4 w:Foto wKegiatan wWawancara 

 

 w

 

Wawancara wBapak wMhd wSyukri wAdly, w(Hakim wdan wselaku wWakil 

wKetua wMahkamah wSyar‟iah wSimpang wTiga wRedelo 


